
BUPATI BERAU 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI BERAU 

NOMOR 34 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BERAU, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi dan 
efektifitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang 
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Berau; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 
Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah 
Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan saat ini sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau. 

3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 
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7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

BAB II 

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Keuangan Daerah dikelola secara: 
a. tertib, artinya keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna 

yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat 
ditertanggungjawabkan; 

b. taat, pada peraturan perundang-undangan artinya Pengelolaan Keuangan 
Daerah harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 

c. efektif, artinya merupakan pencapaian hasil program dengan target yang 
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; 

d. efisien, artinya merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan 
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai 
keluaran tertentu; 

e. ekonomis, artinya memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas 
tertentu dengan keluaran yang terendah; 

f. transparan, artinya prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya 
tentang keuangan daerah; 

g. bertanggungjawab, artinya merupakan perwujudan kewajiban untuk 
mempertangungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 
atau kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan; 

h. keadilan, artinya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya 
dan atau distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang 
obyektif; 

i. kepatutan, artinya tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar 
dan proporsional; dan 

j . manfaat, untuk masyarakat artinya Pengelolaan Keuangan Daerah 
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

BAB III 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 3 
(1) Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan serangkaian proses kegiatan 

menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang yang berada 
pada pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD. 

(2) Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan 
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 
2016 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. 

Ditetapkan di Tanjung Redeb 



LAMPIRAN P E R A T U R A N B U P A T I B E R A U 
NOMOR : 3^ TAHUN 2017 
T A N G G A L : 4 SEPTEMBER 2017 
T E N T A N G : PEDOMAN PENATAUSAHAAN K E U A N G A N D A E R A H 

PEDOMAN 

PENATAUSAHAAN K E U A N G A N D A E R A H 

I . PENDAHULUAN. 

A. LATAR B E L A K A N G . 

Pena tausahaan keuangan daerah merupakan bagian dar i pengelolaan 
keuangan daerah memegang peranan penting da lam proses pengelolaan 
keuangan daerah secara kese luruhan , sedangkan keuangan daerah adalah 
semua h a k dan kewajiban daerah da lam rangka penyelenggaraan 
pener imaan daerah yang dapat dini la i dengan uang te rmasuk d ida lamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan h a k dan kewajiban. 

Da lam rangka pe laksanaan A P B D , per lu d i s u s u n pedoman 
penatauasahan keuangan daerah sebagai dasar pe laksanannya . 

B . MAKSUD DAN T U J U A N 

1. Maksud 

U n t u k mewujudkan kesa tuan pemahaman da lam pe laksanaan dan 
penatausahaan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku sehingga penatausahaan keuangan 
daerah dapat diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. 

2. T u j u a n 

a. Sebagai pedoman dalam pe laksanaan dan penatausahaan keuangan 
agar terwujud keterpaduan dan keseras ian d idalam me lakasanakan 
program dan kegiatan, sehingga dapat t e r l aksana dengan tepat 
w a k t u , tepat m u t u , tertib adminis t ras i , tepat s a sa ran , tepat manfaat 
dan dis ipl in anggaran. 

b. Sebagai alat pengendali, pengawasan dan pemer iksaan, k h u s u s n y a 
da lam pe laksanaan dan penatausahaan A P B D . 

c. Sebagai upaya u n t u k meningkatkan k iner ja S K P D da lam 
me l aksanakan anggaran/kegiatan. 

I I . ASAS UMUM P E N G E L O L A A N KEUANGAN D A E R A H 

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara 
Pener imaan/Pengeluaran dan orang a tau badan yang mener ima a tau 
menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan 
penatausahaan sesua i dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Pejabat yang menandatangani dan/a tau mengesahkan dokumen yang 
berkai tan dengan sura t bukt i yang menjadi dasar pener imaan dan/a tau 
pengeluaran atas pe lakasanaan A P B D bertanggungjawab terhadap 
kebernaran mater ia l dan akibat yang t imbul dar i penggunaan sura t bukt i 
d imaksud . 
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I I I . P R O S E D U R PENATAUSAHAAN KEUANGAN D A E R A H 

1. U n t u k Pe laksanaan A P B D ,Kepala Daerah se laku Pemegang Kekuasaaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Keputusan tentang : 
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani S u r a t Penyediaan D a n a 

(SPD); 
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Su ra t Per intah 

Membayar (SPM); 
c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Sura t 

Pertanggungjawaban (SPJ ) ; 
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani S u r a t Per intah 

Penca iran D a n a (SPPD); 
e. Bendaha ra Pener imaan dan Pengeluaran. 
f. B endaha ra Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subs id i , 

belanja h ibah , belanja bantuan h ibah, belanja ban tun sosial , belanja 
bagi has i l , belanja bantuan keuangan, belanja t idak terduga dan 
pengeluaran pembiayaan. 

g. Bendahara Pener imaan Pembantu dan Bendaha ra Pengeluaran 
Pembantu. 

h. Pejabat l a innya da lam rangka pe laksanaan A P B D . 

2. Penetapan pejabat yang d i tunjuk sebagai K u a s a Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang d i l aksanakan sesua i kebutuhan dan 
d iusu lkan oleh Pengguna Anggaran kepada Bupa t i u n t u k ditetapkan dalam 
Sura t Keputusan . 

3. Penetapan pejabat l a innya da lam rangka pe laksanaan A P B D didelegasikan 
oleh Kepa la Dearh kepada Kepala S K P D mel iputi : 
a. P P K - S K P D yang diberi wewenang me l aksanakan fungsi tata u s a h a 

keuangan S K P D . 
b. PPTK yang diberi wewenang me laksanakan sa tu a tau beberapa kegiatan 

dar i s u a t u program sesuai dengan bidang tugasnya. 
c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani sura t bukt i 

pemungutan pendapatan daerah. 
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukt i pener imaan k a s 

dan pener imaan l a innya yang sah . 
e. Pembantu Bendahara Pener imaan dan/a tau Pembantu Bendahara 

Pengeluaran. 

4. Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan 
Pejabat l a innya da lam rangka pe laksanaan A P B D ditetapkan sebelum 
d imula inya t a h u n anggaran berkenaan. 

IV. PENATAUSAHAAN P E N E R I M A A N 

1. Mekanisme/tata c a r a penyetoran PAD ke rekening K a s Daerah diatur : 

a. Setiap S K P D yang mempunya i tugas memungut dan/a tau mener ima 
penadapatan daerah wajib me l aksanakan pemungutan dan/atau 
pener imaan pajak, retr ibusi dan la in- la in pener imaan PAD yang sah 
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan da lam peraturan perundang-
undangan. 

b. Pener imaan S K P D di larang d igunakan langsung u n t u k membayar 
pengeluaran, kecual i d i tentukan la in oleh peraturan perundangan-
undangan. Pener imaan S K P D berupa uang a tau cek h a r u s disetor ke 
rekening K a s U m u m Daerah paling l ama 1 (satu) ha r i kerja. U n t u k 
daerah yang geografisnya sul i t d i jangkau dengan komun ikas i dan 
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transportas i sehingga melebihi batas w a k t u penyetoran, m a k a ha l in i 
a k a n ditetapkan da lam Peraturan Kepala Daerah. 

c. Pener imaan daerah disetor secara bruto ke rekening K a s U m u m Daerah 
pada B a n k a l t i m Cabang Tan jung Redeb dan kemud ian Banka l t im 
Cabang Tan jung Redeb mengir imkan Nota Kredit sebagai 
pember i tahuan atas setoran tersebut. 

d. Wajib pajak dan wajib retr ibusi menyetor pembayaran kewajiban pajak 
dan a tau retr ibusi sesua i dengan yang telah ditetapkan kepada 
Bendaha ra Pener imaan/Bendahara Pener imaan Pembantu dar i S K P D 
bersangkutan. 

e. Bendaha ra Pener imaan Pembantu dapat d i tun juk da lam keadaan obyek 
pendapatan tersebar dan atas pert imbangan kondis i , dan a tau wajib 
pa jak/retr ibus i t idak dapat membayar kewaj ibannya secara langsung 
pada B a n k a l t i m Cabang Tan jung Redeb. 

f. Pada S K P D un i t penghasi l hanya terdapat sa tu Bendaha ra Pener imaan, 
tetapi d imungk inkan dapat lebih dar i sa tu Bendaha ra Pener imaan 
Pembantu. Seperti ha lnya Bendahara Pener imaan, Bendahara 
Pener imaan Pembantu wajib menyetor s e lu ruh uang yang d i ter imanya 
ke rekening K a s U m u m Daerah paling l ama 1 (satu) ha r i ker ja terhitung 
sejak uang k a s tersebut diterima. 

g. Bendahara Pener imaan Pembantu wajib menyampa ikan laporan 
pertanggungjawaban disertai bukt i pener imaan dan buk t i penyetoran 
dar i s e lu ruh uang k a s yang di ter imanya kepada Bendaha ra Pener imaan 
paling lambat tanggal 5 bu lan ber ikutnya. 

h . Bendahara Pener imaan S K P D penghasi l wajib menginput S T S pada 
S imda Pendapatan Kabupaten B e r a u setiap ha r i ker ja setelah 
me l akukan penyetoran. 

P R O S E D U R PENATAUSAHAAN B E N D A H A R A P E N E R I M A A N 

1. Prosedur Pena tausahaan Bendahara Pener imaan 

Merupakan prosedur yang wajib d i l aksanakan da lam mena tausahakan 
kegiatan pener imaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan 
pener imaan uang yang berada da lam pengelolaan Bendahara Pener imaan. 

a) Pena tausahaan atas pener imaan menggunakan : 

1) B u k u K a s U m u m 

2) B u k u Pembantu Per inc ian Obyek Pener imaan 

3) B u k u Rekap i tu las i Pener imaan Har i an 

b) Bendaha ra Pener imaan da lam m e l a k u k a n penatausahaan 
menggunakan dasar dokumen meliputi : 

1) S u r a t Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) 

2) Su ra t Ketetapan Retr ibus i (SKR) 

3) Su ra t T a n d a Setoran (STS) 

4) Su ra t T a n d a B u k t i Pembayaran 

5) B u k t i pener imaan l a innya yang s a h 

c) Bendaha ra Pener imaan di larang me l akukan , ba ik secara langsung 
m a u p u n t idak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan 
dan penjualan j a s a a tau bert indak sebagai penjamin atas 
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut. 
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d) Bendahara Pener imaan t idak diperbolehkan membuka rekening dengan 
atas n a m a pribadi pada bank a tau giro pos dengan tu juan penerimaan. 

2. Prosedur Bendaha ra Pener imaan Pembantu 
a) Bendahara Pener imaan Pembantu wajib menyelenggarakan 

penatausahaan terhadap se luruh pener imaan dan penyetoran atas 
pener imaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

b) Pena tausahaan atas pener imaan menggunakan : 
1. B u k u K a s U m u m , dan 
2. B u k u K a s Pener imaan Har ian Pembantu 

c) Bendaha ra Pener imaan Pembantu da lam me l akukan penatausahaan 
menggunakan : 
1. S u r a t Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) 
2. S u r a t Ketetapan Retr ibus i (SKR) 
3. S u r a t T a n d a Setoran (STS 
4. B u k t i pener imaan la innya yang sah 

d) Bendaha ra Pener imaan Pembantu wajib menyampa ikan laporan 
pertanggungjawaban pener imaan kepada Bendaha ra Pener imaan paling 
lambat tanggal 5 bu lan ber ikutnya. 

P R O S E D U R PENATAUSAHAAN B E N D A H A R A P E N G E L U A R A N 
Prosedur pena tausahaan pengeluaran merupakan prosedur yang wajib 
d i l aksanakan da lam mena tausahakan kegiatan mener ima, menyimpan, 
menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan uang yang berada da lam pengelolaan B e n d a h a r a Pengeluaran. 

1. Fungs i yang melekat pada prosedur pena tausahaan Bendahara 
Pengeluaran terdir i dar i : 
a. Bendahara Pengeluaran 
b. Pembantu Bendaha ra Pengeluaran 
c. Bendaha ra Pengeluaran Pembantu 
d. Pejabat Pe l aksana Tekn i s Kegiatan 
e. Pejabat Pena tausahaan Keuangan Sa tuan Ker js Perangkat Daerah (PPK-

SKPD) 
f. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) 
g. S a t u a n Ker ja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 

2. Dokumen yang d igunakan pada prosedur penatausahaan Bendahara 
Pengeluaran terdiri atas : 
a. Anggaran K a s 
b. Dokumen Pe laksanaan Anggaran Sa tuan Ker ja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) 
c. Sura t Penyediaan D a n a (SPD) 
d. Register SPD 
e. Sura t Permintaan Pembayaran SPP terdiri atas : 

1) SPP-Uang Persediaan (SPP-UP) 
2) SPP -Gant i Uang Persediaan (SPP-GUP) 
3) SPP -Tambahan Uang (SPP-TU) 
4) SPP-Langsung (SPP-LS) 
5) Register SPP 
6) Su ra t Per intah Membayar (SPM) 
7) Register SPM 
8) S u r a t Per intah Penca iran D a n a (SP2D) 
9) Register SP2D 
10) B u k u K a s U m u m Pengeluaran 
11) B u k u K a s U m u m Pengeluaran Pembantu 
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12) B u k u Pembantu S i m p a n a n / B a n k 
13) B u k u Pembantu Panjar 
14) B u k u Pembantu Pajak PPN/PPh 
15) Ber i ta Aca ra Pemer iksaan K a s 
16) Register Penutupan K a s 
17) R inc i an Pengeluaran Per inc ian Obyek 
18) K a r t u Pengendalian Kredit Anggaran 
19) Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran 
20) S u r a t Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran 

3. Prosedur Pena tausahaan Bendahara Pengeluaran terdir i atas : 
a. Prosedur penerbitan Sura t Penyediaan D a n a (SPD) 
b. Prosedur penerbitan Sura t Permintaan Pembayaran (SPP) 
c. Prosedur penerbitan Sura t Per intah Membayar (SPM) 
d. Prosedur penerbitan Sura t Per intah Pencairan D a n a (SP2D) 
e. Prosedur Penggunaan D a n a 
f. Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan D a n a (SPJ ) 

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat d i tun juk berdasarkan : 
Pert imbangan t ingkatan daerah,besaran S K P D , besaran j u m l a h uang yang 
dikelola, beban ker ja, lokas i kompentensi dan/a tau rentang kendal i dan 
pert imbangan obyektif l a innya . 

Bendahara Pengeluaran Pembantu berkewajiban : 
1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap s e lu ruh pengeluaran yang 

menjadi tanggungjawabnya dan menggunakan buk t i pengeluaran yang 
sah . 

2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada 
Bendaha ra Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bu lan ber ikutnya. 

Dokumen laporan pertanggungjawaban pengeluaran mel iput i : 
1. B u k u K a s U m u m 
2. B u k t i Penyetoran Pajak 
3. Register Penutupan K a s 

PENATAUSAHAAN P E N G E L U A R A N 

Setelah penetapan A P B D dan penetapan anggaran k a s se lanjutnya PPKD 
menerbitkan S u r a t Penyediaaan D a n a (SPD), yang a k a n dipergunakan oleh 
Bendahara Pengeluaran masing-masing S K P D mengajukan SPP 
(UP/GU/TU/LS) u n t u k memperoleh pembayaran kepada Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dan/a tau Pejabat K u a s a Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Ba rang mela lui P P K - S K P D . 

Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna B a r a n g dan/a tau Pejabat 
K u a s a Pengguna Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna B a r a n g mengajukan SPM 
(UP/GU/TU/LS ) beserta kelengkapan yang d ipersyaratkan ke Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah u n t u k penerbitan SP2D 
(UP/GU/TU/LS ) . 

Sura t Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Per intah Membayar (SPM)/Surat 
Per intah Penca i ran D a n a (SP2D) terdiri dar i : 
1. SPP/SPM/SP2D-Uang Persediaan (UP); 
2. SPP/SPM/SP2D-Gan t i Uang Persediaan (GUP); 
3. SPP/SPM/SP2D-Tambahan Uang Persediaan (TUP); 
4. SPP/SPM/SP2D-Langsung (LS). 

Pengajuan SPP/SPM/SP2D- (UP/GU/TU/LS ) dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
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. SPP/SPM/SP2D-Uang Persediaan (UP) 
1. Kelengkapan SPP-UP : 

Pada permulaan t a h u n anggaran Bendahara Pengeluaran dapat 
mengajukan SPP -UP kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna 
Ba rang mela lui P P K - S K P D dalam rangka pengisian Uang Persediaan 
sebesar 1/12 (satu per d u a belas) dar i pagu anggaran belanja langsung 
setelah d ikurang i pembayaran yang mela lui mekanisme L S dengan 
kelengkapan : 
a. Sura t Pengantar SPP-UP. 
b. R ingkasan SPP-UP. 
c. R inc i an SPP-UP. 
d. Sa l i nan SPD . 
e. Su ra t Kepu tusan Penetapan J u m l a h Uang Persediaan. 
f. Sura t Kepu tusan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 

Pengguna Barang . 
g. Su ra t Kepu tusan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM 

dan mengesahkan S P J . 
h . Su ra t Kepu tusan Penetapan B e n d a h a r a Pengeluaran 

SKPD/Rekomendas i dar i Inspektur Daerah. 
i . Dra f sura t pernyataan tanggungjawab ditandatangani oleh Pejabat 

Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna B a r a n g yang menyatakan 
bahwa uang yang d iminta t idak u n t u k d ipergunakan u n t u k keper luan 
selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada B U D / k u a s a 
B U D . 

2. Proses Pengajuan SPP-UP u n t u k diterbitkan SPM-UP. 
a. Bendaha ra pengeluaran mengajukan SPP-UP ke Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang mela lui P P K - S K P D 
b. P P K - S K P D me l akukan Ver i f ikasi atas SPP-UP yang d ia jukan oleh 

Bendaha ra Pengeluaran. 
c. Apabi la SPP -UP yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaran dianggap 

belumlengkap dan sah m a k a P P K - S K P D mengembal ikan SPP-UP 
tersebut ke Bendahara Pengeluaran u n t u k dilengkapi paling l ama 
l (satu) ha r i ker ja sejak di ter imanya SPP -UP dengan mempergunakan 
sura t pengembalian SPP-UP dan menje laskan kekurangan-
kekurangan SPP -UP tersebut. 

d. Apabi la SPP -UP yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaran dianggap 
lengkap dan s a h m a k a P P K - S K P D menerb i tkan SPM-UP u n t u k 
ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Ba rang 
paling l ama 2 (dua) ha r i ker ja sejak d i ter imanya SPP-UP. 

e. SPM-UP yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barangbeserta kelengkapan yang d ipersyaratkan se lanjutnya 
d i sampa ikan ke Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaharan U m u m 
Daerah u n t u k diterbitkan SP2D-UP. 

3. Kelengkapan SPM-UP u n t u k diterbitkan S P 2 D - U P : 
a. Su ra t Kepu tusan penun jukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 

Pengguna B a r a n g (Photo Copy) 
b. Su ra t Kepu tusan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM 

dan mengesahkan S P J (Photo Copy) 
c. Su ra t Kepu tusan penun jukan Bendahara Pengeluaran/Rekomendasi 

dar i Inspek tur Daerah (Photo Copy) 
d. Sura t Ketetapan Uang Persediaan S K P D (Photo Copy) 
e. Su ra t pernyataan tanggungjawab Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 

Pengguna B a r a n g (Asli) 
f. SPM-UP yang ditandatangani Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 

Pengguna B a r a n g (Asli dan lembar ke 2) 
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Proses Pengajuan SPM-UP u n t u k diterbitkan SP2D-UP . 
a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Ba rang mengajukan 

SPM-UP beserta kelengkapan yang d ipersyaratkan ke Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah u n t u k diterbitkan 
SP2D-UP . 

b. Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah 
me l akukan koreks i atas SPM-UP yang d ia jukan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang . 

c. Apabi la SPM-UP yang d ia jukan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barangdianggap be lum lengkapdan sah m a k a 
Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah 
mengembal ikan SPM-UP tersebut ke Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang S K P D u n t u k dilengkapi paling l ama 
l ( satu ) ha r i ker ja sejak di ter imanya SPM-UP dengan mempergunakan 
sura t pengembalian SPM-UP dan menje laskan kekurangan-
kekurangan SPM-UP tersebut. 

d. Apabi la SPM-UP yang d ia jukan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barangdianggap lengkap dan sah m a k a 
Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah 
menerbi tkan SP2D-UP dan daftar penguji SP2D-UP serta sura t 
pengantar pal ing l ama 2 (dua) ha r i ker ja sejak d i ter imanya SP2D-UP. 

e. Lembar 1 dan 2 SP2D-UP dan daftar penguji SP2D-UP serta sura t 
pengantar yang diterbitkan oleh Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a 
Bendaha ra U m u m Daerah d isampa ikan ke B a n k a l t i m Cabang Tan jung 
Redeb sebagai alat u n t u k memindahkan dana dar i K a s U m u m Daerah 
ke Rekening Bendahara Pengeluaran S K P D sebesar n i la i yang tertera 
pada SP2D-UP , lembar ke 3 d i sampa ikan ke Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pengguna Barang S K P D sedangkan lembar ke 4 
u n t u k B e n d a h a r a U m u m D a e r a h / K u a s a B e n d a h a r a U m u m Daerah. 

Karakter i s t ik UANG P E R S E D I A A N (UP) : 
a. Uang Persediaan diber ikan ke setiap S K P D sebagai uang m u k a ker ja 

u n t u k membiayai operasional S K P D se lama 1 (satu) bu lan . 
b. Uang Persediaan diber ikan ke setiap S K P D h a n y a sa tu ka l i da lam sa tu 

t a h u n ya i tu pada setiap awal t ahun anggaran dan se lanjutnya u n t u k 
mengisi K a s Bendaha ra Pengeluaran S K P D d i l akukan Gant i Uang 
Persediaan. 

c. Pembayaran yang dapat d i l akukan dengan Uang Persediaan setinggi-
tingginya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua p u l u h j u t a rupiah) , kecual i 
u n t u k pembayaran : 
- Be lan ja per jalanan dinas. 
- Rekening l is tr ik , telepon dan air. 
- Pembelian B a h a n B a k a r Minyak (BBM) dan Pe lumas. 
- Kegiatan yang d i l aksanakan d i luar Kabupaten B e r a u . 
- Be lan ja sertif ikat. 
- Uang saku/honor peserta kegiatan. 

d. Uang Persediaan t idak dapat d ipergunakan u n t u k pembayaran Be lan ja 
Modal, Gaj i dan Tunjangan, Tambahan Penghasi lan PNS. 

Proses Penggunaan Uang Persediaan (UP). 
a. Dengan d ip indahkannya dana dar i Rekening K a s U m u m Daerah ke 

Rekening Bendaha ra Pengeluaran S K P D m a k a penggunaan dan 
pertanggunjawaban dana menjadi tanggungjawab masing-masing 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Ba rang S K P D . 

b. Dengan tersedianya dana pada Rekening Bendaha ra Pengeluaran 
m a k a se lan jutnya masing-masing Pejabat Pe laksana Tekn i s Kegiatan 
(PPTK) mengajukan Nota Pencairan D a n a (NPD) kepada Pejabat 
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Pengguna Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran sesuai dengan 
kebutuhan dana pada masing-masing kegiatan se lama 1 (satu) bu lan . 

c. Nota Penca i ran D a n a (NPD) yang d ia jukan oleh masing-masing PPTK 
se lanjutnya di Veri f ikasioleh P P K - S K P D sebelum disetujui oleh Pejabat 
Pengguna Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran. 

d. Nota Penca i ran D a n a (NPD) yang disetujui oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran kemudian dananya 
d i se rahkan oleh Bendahara Pengeluaran S K P D ke PPTK dengan 
buk t i /ku i t ans i tanda terima. 

e. Nota Penca i ran D a n a yang d i ca i rkan wajib 
dikembal ikan/dipertanggungjawabkan oleh PPTK ke Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran mela lui Bendahara 
Pengeluaran paling l ama 1 (satu) bu lan terhitung sejak tanggal 
d isetujuinya/di ter imanya dana. 

f. Pertanggungjawaban PPTK terdiri dar i B u k u K a s U m u m di lampir i 
bukt i -bukt i penggunaan dana yang lengkap dan sah . 

g. Apabi la terdapat s i sa dana yang belum a tau t idak dipergunakan dar i 
NPD yang sudah d ica i rkan wajib d ikembal ikan kepada Bendahara 
Pengeluaran 

h . Apabi la point 5 diatas t idak d ipatuhi m a k a PPTK u n t u k kegiatan 
tersebut t idak b isa diber ikan dana u n t u k kegiatan se lanjutnya sampai 
dengan d i sampa ikannya pertanggungjawaban penggunaan dana. 

SPP/SPM/SP2D-Gan t i Uang Persediaan (GUP) 

1. Kelengkapan SPP-GUP. 

a. S u r a t Pengantar SPP -GU . 
b. R ingkasan S P P - G U . 
c. Dokumen Pe laksanaan Anggaran (DPA) 
d. S u r a t Penyedia D a n a (SPD). 
e. S u r a t Pengesahan S P J yang telah di tandatangani oleh Pejabat yang 

Berwenang. 
f. R inc i an S u r a t Pertanggungjawaban. 
g. B u k u K a s U m u m (BKU) . 
h. Register Penutupan Kas . 
i . R inc i an Penggunaan U P bu lan sebelumnya, 

j . B u k u Pajak 
k. B u k t i Setoran Pajak (E-billing) 
1. B u k t i t r ansaks i yang lengkap dan sah sesua i j en i s pengeluaran. 
m. Dra f sura t pernyataan tanggungjawab mut l ak ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan 
bahwa uang yang d iminta t idak u n t u k d ipergunakan u n t u k 
keper luan sela in Gant i Uang Persediaan saat pengajuan SP2D 
kepada B U D / K u a s a B U D . 

2. Proses Pengajuan SPP -GUP u n t u k diterbitkan SPM-GUP. 

a. Bendaha ra Pengeluaran S K P D mengajukan S P P - G U P ke Pejabat 
Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Ba rang mela lui P P K - S K P D . 

b. P P K - S K P D me l akukan Ver i f ikasi atas S P P - G U P yang d ia jukan oleh 
Bendaha ra Pengeluaran S K P D . 

c. Apabi la S P P - G U P yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaran 
dianggap be lum lengkap dan sah m a k a P P K - S K P D mengembal ikan 
S P P - G U P tersebut ke Bendahara Pengeluaran u n t u k dilengkapi 
pal ing l ama l (satu) ha r i ker ja sejak d i ter imanya SPP -GUP dengan 
mempergunakan sura t pengembalian S P P - G U P dan menje laskan 
kekurangan-kekurangan SPP-GUP tersebut. 
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d. Apabi la S P P - G U P yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaran 
dianggap sudah lengkap dan sah m a k a P P K - S K P D menerbi tkan SPM-
G U P u n t u k ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 
Pengguna Ba rang paling l ama 2 (dua) ha r i ker ja sejak di ter imanya 
SPP-GUP . 

e. SPM-GUP yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 
Pengguna Ba rang beserta kelengkapan yang d ipersyaratkan 
se lan jutnya d i sampa ikan ke Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a 
Bendaha ra U m u m Daerah u n t u k diterbitkan SP2D-GUP . 

3. Kelengkapan SPM-GUP u n t u k diterbitkan S P 2 D - G U P : 

a. S u r a t pernyataan tanggung j awab Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pengguna Barang (Asli) 

b. Pengesahan pertanggungjawaban yang sudah ditandatangani oleh 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna B a r a n g (Asli) 

c. Laporan Pertanggungjawaban Gant i Uang Persediaan (Asli) 
d. B u k u Pembantu Pajak (Asli) 
e. SPM-GUP yang ditandatangani Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 

Pengguna B a r a n g (Asli dan lembar ke 2) 

4. Proses Pengajuan SPM-GUP u n t u k diterbitkan SP2D-GUP . 
a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna B a r a n g mengajukan 

SPM-GUP beserta kelengkapan yang d ipersyaratkan ke Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah u n t u k diterbitkan 
SP2D-GUP . 

b. Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah 
me l akukan koreks i atas SPM-GUP yang d ia jukan oleh Pejabat 
Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang . 

c. Apabi la SPM-GUP yang d ia jukan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pengguna Barangdianggap be lum lengkapdan sah 
m a k a Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah 
mengembal ikan SPM-GUP tersebut ke Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pengguna Barang S K P D u n t u k dilengkapi pal ing 
l ama 1 (satu) ha r i ker ja sejak d i ter imanya SPM-GUP dengan 
mempergunakan sura t pengembalian SPM-GUP dan menje laskan 
kekurangan-kekurangan SPM-GUP tersebut. 

d. Apabi la SPM-GUP yang d ia jukan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pengguna Barangdianggap lengkap dan sah m a k a 
Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah 
menerb i tkan S P 2 D - G U P dan daftar penguji S P 2 D - G U P serta Su ra t 
pengantar pal ing l ama 2 (dua) ha r i ker ja sejak di ter imanya SPM-
GUP. 

e. Lembar 1 dan 2 S P 2 D - G U P dan daftar penguji S P 2 D - G U P serta sura t 
pengantar yang diterbitkan oleh Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a 
Bendaha ra U m u m Daerah d isampa ikan ke Banka l t im Cabang 
Tan jung Redeb sebagai alat u n t u k memindahkan dana dar i K a s 
U m u m Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran S K P D sebesar 
n i la i yang tertera pada SP2D-GUP , lembar ke 3 d isampaikan ke 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Ba rang S K P D 
sedangkan lembar ke 4 u n t u k Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a 
Bendaha ra U m u m Daerah. 

5. Karakter i s t ik GANTI UANG P E R S E D I A A N (GUP) : 

a. Gant i Uang Persediaan diber ikan u n t u k membiayai kebutuhan 
operasional S K P D selain L S se lama sa tu bu lan . 
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b. Pembayaran yang dapat d i l akukan dengan Gant i Uang Persediaan 
setinggi-tingginya sebesar Rp. 20 .000.000,00 (dua p u l u h j u t a rupiah) , 
kecua l i u n t u k pembayaran : 

- Be lan ja per ja lanan dinas. 
- Rekening l is t r ik , telepon dan air. 
- Pembelian B a h a n B a k a r Minyak (BBM) dan Pe lumas. 
- Kegiatan yang d i l aksanakan d i luar Kabupaten B e r a u . 
- Be lan ja serti f ikat dan dana R T di Ke lu rahan . 
- Uang saku/honor peserta kegiatan. 

c. Gant i Uang Persediaan t idak dapat d ipergunakan u n t u k Be lan ja 
Modal, Gaj i dan Tunjangan dan T a m b a h a n Penghasi lan PNS. 

d. SPM-GUP d ia jukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 
Pengguna Ba rang ke Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara 
U m u m Daerah min ima l sa tu ka l i da lam sa tu bu lan . 

6. Proses Penggunaan GANTI UANG P E R S E D I A A N (GUP) : 
a. Dengan d ip indahkannya dana dar i Rekening K a s U m u m Daerah ke 

Rekening B e n d a h a r a Pengeluaran S K P D m a k a penggunaan dan 
pertanggungjawaban dana menjadi tanggungjawab masing-masing 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna B a r a n g S K P D . 

b. Dengan tersedianya dana pada Rekening Bendaha ra Pengeluaran m a k a 
se lanjutnya masing-masing Pejabat Pe laksana Tekn i s Kegiatan (PPTK) 
mengajukan Nota Pencairan D a n a (NPD) kepada Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran sesua i dengan kebutuhan 
dana pada masing-masing kegiatan se lama 1 (satu) bu lan . 

c. Nota Penca i ran D a n a (NPD) yang d ia jukan oleh masing-masing PPTK 
se lanjutnya di Ver i f ikas i oleh P P K - S K P D sebelum disetujui oleh Pejabat 
Pengguna Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran. 

d. Nota Penca i ran D a n a (NPD) yang disetujui oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran /Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran se lan jutnya d i se rahkan 
oleh B e n d a h a r a Pengeluaran S K P D ke PPTK dengan buk t i /ku i t ans i 
tanda ter ima. 

e. Nota Penca i ran D a n a yang d i ca i rkan wajib 
dikembal ikan/dipertanggungjawabkan oleh PPTK paling l ama 1 (satu) 
bu lan terhitung sejak tanggal d isetujuinya/ter imanya dana. 

f. Pertanggungjawaban PPTK terdiri dar i B u k u K a s U m u m di lampir i bukt i -
bukt i pengeluaran/penggunaan dana yang lengkap dan sah . 

g. Apabi la terdapat s i sa dana yang belum a tau t idak d ipergunakan dar i 
NPD yang telah d i ca i rkan wajib d ikembal ikan ke Bendaha ra Pengeluaran 
S K P D . 

h . Apabi la point 5 diatas t idak dipatuhi m a k a PPTK u n t u k kegiatan 
tersebut t idak b i sa diber ikan dana u n t u k kegiatan se lanjutnya sampai 
dengan d i sampa ikannya pertanggungjawaban penggunaan dana. 

C. SPP/SPM/SP2D-Tambahan Uang Persediaan (TUP) 
1. Kelengkapan SPP-TUP. 

a. S u r a t Pengantar SPP-TUP. 
b. R ingkasan SPP-TUP. 
c. R inc i an Rencana Penggunaan TUP . 
d. Sa l i nan S u r a t Penyediaan D a n a (SPD). 
e. S u r a t Keterangan Pengajuan SPP-TUP. 
f. Pengesahan S P J T U P dan SP2D Nihi l (apabila kegiatan yang 

meminta T U P sudah pernah meminta T U P sebelumnya). 
g. Photo Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran (saldo rekening 

Bendaha ra Pengeluaran ha rus lebih keci l dar i T U P yang diminta). 
h . Dra f sura t pernyataan u n t u k di tandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 
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yang d iminta t idak u n t u k dipergunakan u n t u k keper luan selain 
T a m b a h a n Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada B U D / 
K u a s a B U D . 

Proses Pengajuan SPP-TUP u n t u k diterbitkan SPM-TUP. 
a. Bendaha ra Pengeluaran S K P D mengajukan SPP -TUP ke Pejabat 

Pengguna Anggaran/ Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran mela lui 
P P K - S K P D . 

b. P P K - S K P D me l akukan Ver i f ikasi atas SPP -TUP yang d ia jukan oleh 
Bendaha ra Pengeluaran S K P D . 

c. Apabi la SPP -TUP yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaran 
dianggap be lum lengkap m a k a P P K - S K P D mengembal ikan SPP-TUP 
tersebut ke Bendahara Pengeluaran u n t u k di lengkapi paling l ama 
l ( satu ) ha r i ker ja sejak d i ter imanya SPP -TUP dengan 
mempergunakan sura t pengebalian SPP -TUP dan menje laskan 
kekurangan-kekurangan SPP-TUP tersebut. 

d. Apabi la SPP -TUP yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaan 
dianggap lengkap dan s a h m a k a P P K - S K P D menerbi tkan SPM-TUP 
u n t u k ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 
K u a s a Pengguna Anggaran paling l ama 2 (dua) har i ker ja sejak 
d i ter imanya SPP-TUP. 

e. SPM-TUP yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran beserta kelengkapan yang d ipersyaratkan 
d i sampa ikan ke Bendaharan U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara 
U m u m Daerah u n t u k diterbitkan SP2D-TUP . 

Kelengkapan SPM-TUP u n t u k diterbitkan S P 2 D - T U P : 
a. S u r a t Permohonan Penerbitan SPM-TU yang telah disetujui oleh 

Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah (Asli) 
b. S u r a t pernyataan tanggung j awab Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran (Asli) 
c. S u r a t pernyataan S P J - T U / S P M - T U NIHIL dar i Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran (Asli) 
d. Su ra t Keterangan Pengajuan SPM-TUP (r inc ian penggunaan TUP) 

yang ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 
K u a s a Pengguna Anggaran (Asli) 

e. Pengesahan S P J T U P dan SP2D Nihi l (apabila kegiatan yang 
meminta T U P sudah pernah meminta T U P sebelumnya) (Asli) 

f. Photo Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran (saldo rekening 
B e n d a h a r a Pengeluaran ha rus lebih keci l dar i T U P yang 
diminta).(Photo Copy) 

g. SPM-TUP yang ditandatangani Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 
K u a s a Pengguna Anggaran (Asli dan lembar kedua) 

Proses Pengajuan SPM-TUP u n t u k diterbitkan SP2D-TUP . 
a. Sebe lum menerbi tkan SPM-TUP, Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran terlebih dahu lu 
menyampa ikan sura t permohonan pengajuan SPM-TUP di lampir i 
S u r a t Keterangan Pengajuan SPM-TU (r incian penggunaan TUP) 
kepada Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m 
Daerah. 

b. B U D / K u a s a B U D menyetujui a t au menolak permohonan penerbitan 
SPM-TUP dengan mempert imbangkan tempat pe laksanaan kegiatan, 
w a k t u pe laksanaan kegiatan, j u m l a h dana yang d iminta serta 
penggunaan dan pertanggungjawaban U P / G U . 

c. Apabi la permohonan pengajuan SPM-TUP disetujui oleh Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah, m a k a Pejabat 
Pengguna Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran 
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mengajukan SPM-TUP beserta kelengkapan yang d ipersyaratkan ke 
Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah u n t u k 
di terbi tkan SP2D-TUP . 

d. B e n d a h a r a U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah 
m e l a k u k a n koreks i atas SPM-TUP yang d ia jukan oleh Pejabat 
Pengguna Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran. 

e. Apabi la SPM-TUP yang d ia jukan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran dianggap belum 
lengkap m a k a Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaharaa U m u m 
Daerah mengembal ikan SPM-TUP tersebut ke Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran S K P D u n t u k 
dilengkapi pal ing l ama 1 (satu) har i ker ja sejak di ter imanya SPM-
T U P dengan mempergunakan surat pengembalian SPM-TUP dan 
menje laskan kekurangan-kekurangan SPM-TUP tersebut. 

f. Apabi la SPM-TUP yang d ia jukan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran dianggap lengkap dan 
sah m a k a Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m 
Daerah menerbi tkan SP2D-TUP dan daftar penguji S P 2 D - T U P serta 
sura t pengantar paling lama 2 (dua) ha r i ker ja sejak di ter imanya 
SPM-TUP. 

g. Lembar 1 dan 2 SP2D-TUP dan daftar penguji SP2D-TUP yang 
di terbi tkan oleh Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara 
U m u m Daerah d isampa ikan ke B a n k a l t i m Cabang Tan jung Redeb 
sebagai a lat u n t u k memidahkan dana dar i K a s U m u m Daerah ke 
Rekening Bendaha ra Pengeluaran S K P D sebesar n i la i yang tertera 
pada SP2D-TUP , lembar ke 3 d i sampa ikan ke Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran S K P D sedangkan 
lembar ke 4 u n t u k Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara 
U m u m Daerah. 

Karakte r i s t ik T a m b a h a n Uang Persediaan (TUP) : 
a. T a m b a h a n Uang Persediaan d ipergunakan u n t u k membiayai 

kegiatan yang ba ru a k a n d i l aksanakan yang bersifat mendesak dan 
t idak dapat d i tunda, sedangkan dana yang ada pada Bendahara 
Pengeluaran S K P D t idak tersedia/cukup tersedia. 

b. T a m b a h a n Uang Persediaan dipergunakan pal ing l ama sa tu bu lan 
terhitung sejak tanggal d i terbi tkannya SP2D-TUP . 

c. Apabi la T a m b a h a n Uang Persediaan t idak hab is d ipergunakan, 
m a k a s i sanya h a r u s disetor/dikembal ikan ke K a s U m u m Daerah 
mela lu i Bendahara Pengeluaran S K P D . 

d. Ketentuan point 2 diatas d ikecua l ikan u n t u k kegiatan yang 
pe laksanaannya lebih dar i sa tu bu lan seperti k u r s u s , pelat ihan, 
pendid ikan dan sejenisnya, dan kegiatan yang mengalami 
penundaan pe laksanaan dar i j adwa l yang telah ditetapkan yang 
d isebabkan oleh per ist iwa di luar kendal i PA/KPA. 

e. T a m b a h a n Uang Persediaan t idak dapat d ipergunakan u n t u k 
Be lan ja Modal, Gaji dan Tunjangan dan T a m b a h a n Penghasi lan 
PNS. 

Proses Penggunaan dan S P J Tambahan Uang Persediaan (TUP) : 
a. Dengan d ip indahkannya dana dar i Rekening K a s U m u m Daerah ke 

Rekening Bendaha ra Pengeluaran S K P D m a k a penggunaan dan 
pertanggunjawaban dana menjadi tanggungjawab masing-masing 
S K P D . 

b. Bendahara Pengeluaran S K P D menyerahkan dana Tambahan Uang 
Persediaan tersebut ke PPTK kegiatan sebesar n i la i SP2D yang 
di terbi tkan oleh B U D / K u a s a B U D . 
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c. Setelah kegiatan yang dibiayai dar i T a m b a h a n Uang Persedian 
d i l aksanakan m a k a PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
segera menyampa ikan S P J penggunaan dana kepada Bendahara 
Pengeluaran S K P D di lampir i bukt i -bukt i pengeluaran yang lengkap 
dan s a h / sah . 

d. Bendaha ra Pengeluaran S K P D menyampa ikan S P J penggunaan 
dana tersebut ke Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabar K u a s a 
Pengguna Anggaran mela lui P P K - S K P D u n t u k diveri f ikasi. 

e. Apabi la S P J yang d isampaikan oleh Bendahara Pengeluaran 
S K P D / P P T K dianggap belum lengkap, m a k a P P K - S K P D 
mengembal ikan S P J tersebut ke Bendaha ra Pengeluaran/PPTK 
u n t u k dilengkapi, pengembalian S P J pal ing l ama 1 (satu) ha r i ker ja 
sejak d i ter imanya S P J . 

f. Apabi la S P J yang d i sampa ikan oleh Bendaha ra Pengeluaran/PPTK 
dianggap sudah lengkap dan s a h m a k a Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran mengesahkan S P J 
dan di terbi tkan SPM-TUP NIHIL paling l ama 2 (dua) ha r i ker ja sejak 
d i ter imanya sura t pertanggungjawaban. 

g. SPM-TUP N IHIL yang diterbitkan beserta kelengkapan yang 
d ipersyaratkan, se lanjutnya d i sampa ikan ke Bendahara U m u m 
D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah u n t u k dikoreksi dan 
di terbi tkan S P 2 D - T U P NIHIL. 

SPP/SPM/SP2D-Langsung (LS) 
1. Kelengkapan S P P - L S Gaj i dan Tunjangan. 

a. Su ra t Pengantar S P P - L S . 
b. R ingkasan S P P - L S . 
c. R inc i an Rencana Penggunaan SPP -LS . 
d. Sa l i nan S u r a t Penyediaan D a n a (SPD). 
e. Ku i t ans i D inas . 
f. Dra f sura t pernyataan u n t u k di tandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 
yang d iminta t idak u n t u k d ipergunakan u n t u k keper luan selain L S -
Gaj idan Tun jangan saat pengajuan SP2D kepada B U D / K u a s a B U D . 

g. Lamp i ran dokumen S P P - L S u n t u k pembayaran Gaj i dan Tunjangan, 
T a m b a h a n Penghasi lan dan Honor. Kelengkapan ber ikut 
d i sesua ikan dengan peruntukannyaya i tu : 
1) Daftar Gaj i induk 
2) Daftar Gaj i susu l an . 
3) Daftar Kekurangan gaji. 
4) Daftar Gaj i t e rusan. 
5) Uang d u k a wafat/tewas yang di lengkapi dengan daftar gaji 

induk/gaj i s u s u l a n / kekuarangan gaji/uang d u k a wafat/tewas. 
6) S K C P N S . 
7) S K PNS. 
8) S K kena ikan pangkat. 
9) S K j aba tan . 
10) K e n a i k a n gaji berkala . 
11) S u r a t pernyataan pe lant ikan. 
12) S u r a t keterangan mas ih menduduk i j aba tan . 
13) Su ra t pernyataan me laksanakan tugas. 
14) Daftar ke luarga (KP4). 
15) Fotokopy sura t n i kah . 
16) Fotokopy surat/Akte ke lah i ran. 
17) S u r a t keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji. 
18) Daftar potongan sewa r u m a h dinas. 
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19) S u r a t keterangan mas ih seko lah/kul iah . 
20) S u r a t p indah. 
21) Su ra t kemat ian. 
22) S S P PPh Pasa l 2 1 . 
23) Pera turan perundang-undangan mengenai penghasi lan 

P impinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala 
Daerah/Waki l Kepala Daerah. 

Kelengkapan S P P - L S Be lan ja Barang/Jasa/Moda l . 
a. S u r a t Pengantar S P P - L S . 
b. R ingkasan S P P - L S . 
c. R inc i an S P P - L S . 
d. Foto Copy SPD . 
e. Dra f sura t pernyataan u n t u k di tandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menya takan bahwa uang 
yang d iminta t idak dipergunakan u n t u k keper luan selain L S -
Ba rang/ J a s a / B e l a n j a Modal saat pengajuan SP2D kepada 
B U D / K u a s a B U D . 

f. Lamp i ran dokumen S P P - L S u n t u k Pengadaan B a r a n g / J a s a / B e l a n j a 
Modal. Kelengkapan ber ikut d i sesua ikan dengan pe run tukkannya 
ya i tu : 
a) Sa l i nan sura t rekomendasi dar i S K P D teknis terkait. 
b) S S P ser ta faktur pajak (PPN dan PPH) yang telah di tanda tangani 

wajib pajak dan wajib pungut. 
c) Su ra t perjanjian ker jasama/kontrak an ta ra pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan p ihak ketiga serta 
mencan tumkan nomor rekening p ihak ketiga. 

d) Ber i ta a ca ra Penyelesaian pekerjaan/barang. 
e) Ber i ta aca ra serah ter ima peker jaan/barang 
f) K u i t a n s i bermaterai , nota/faktur yang ditandatangani p ihak 

ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran. 

g) Su ra t j a m i n a n bank a tau yang d ipersamakan yang d ike luarkan 
oleh bank a tau lembaga keuangan non bank. 

h) Dokumen la in yang d ipersyaratkan u n t u k kontrak-kontrak yang 
dananya sebagian a tau se lu ruhnya bersumber dar i penerusan 
p in jaman/hibah luar Negeri. 

i) Be r i t a aca ra pemer iksaan yang ditandatangi oleh p ihak 
ket iga/rekanan serta u n s u r pani t ia pemer iksaan barang ber ikut 
l ampi ran daftar barang yang diper iksa. 

j) S u r a t angkutan a tau konosemen apabi la pengadaan barang 
d i l aksanakan d i luar wi layah kerja. 

k) S u r a t pember i tahuan potongan denda keter lambatan pekerjaan 
dar i PPTK apabi la pekerjaan mengalami keter lambatan. 

1) Foto/buku/dokumen tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan. 
m) Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang 

be r l aku/sura t pemberi tahuan jamsostek) . 
n) K h u s u s u n t u k pekerjaan konsu l tan yang perhitungan harganya 

menggunakan dana personil (billing rate), berita acara prestasi 
kemajuan pekerjaan di lampir i dengan bukt i 
penyewaan/pembel ian alat penunjang ser ta bukt i pengeluaran 
la innya berdasarkan r inc ian da lam sura t penawaran. 

Proses Pengajuan S P P - L S u n t u k diterbitkan SPM-LS . 
a. Bendaha ra Pengeluaran S K P D atas dasar permohonan PPTK 

mengajukan S P P - L S ke Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa K u a s a 
Pengguna Anggaran mela lui P P K - S K P D . 



- 22 -

b. P P K - S K P D me l akukan Veri f ikasi atas S P P - L S yang d ia jukan oleh 
Bendaha ra Pengeluaran/PPTK. 

c. Apabi la S P P - L S yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaran 
dianggap be lum lengkap m a k a P P K - S K P D mengembal ikan S P P - L S 
tersebut ke Bendahara Pengeluaran/PPTK u n t u k dilengkapi pal ing 
l ama l ( satu ) ha r i ker ja sejak d i ter imanya S P P - L S dengan 
mempergunakan sura t pengembalian S P P - L S dan menje laskan 
kekurangan-kekurangan S P P - L S tersebut. 

d. Apabi la S P P - L S yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaran/PPTK 
dianggap lengkapdan benar m a k a P P K - S K P D menerbi tkan SPM-LS 
u n t u k ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran paling l ama 2 (dua) ha r i ker ja sejak d i ter imanya SPP -LS . 

e. SPM-LS yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 
K u a s a Pengguna Anggaran beserta kelengkapan yang 
d ipersyaratkan d isampa ikan ke Bendahara U m u m Dae rah/Kuasa 
Bendaha ra U m u m Daerah u n t u k diterbitkan S P 2 D - L S . 

Kelengkapan SPM-LS Gaj i dan Tun jangan/Tambahan 
Penghasi lan/Honor/Lembur u n t u k diterbitkan S P 2 D - L S : 
a. S u r a t Pernyataan Tanggung j awab Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran (Asli) 
b. Daftar Gaj i dan Tun jangan/Tambahan Penghasi lan/Honor/Lembur 

(Asli) 
c. Ku i t ans i D inas (Asli) 
d. ID-B i l l ing (Asli) 
e. S P M - L S Gaj i dan Tun jangan/Tambahan 

Penghasi lan/Honor/Lembur yang ditandatangani oleh Pejabat 
Pengguna Anggaran/ Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran (Asli dan 
lembar ke 2) 

Kelengkapan SPM-LS Barang/Jasa/Moda l u n t u k di terbi tkan S P 2 D - L S : 
a. Su ra t Pernyataan Tanggung j awab Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran (Asli) 
b. K u i t a n s i D inas bermaterai (Asli) 
c. ID-B i l l ing (Asli) 
d. Resume (Asli) 
e. K a r t u Inventar isas i Ba rang (KIB) sesua i dengan pe run tukannya 

(Asli) 
f. Nomor Rekening Bank/Reken ing Koran yang mas ih ber laku dan 

berhak atas SP2D yang diterbitkan (Photo Copy) 
g. SPM-LS Barang/Jasa/Moda l yang di tandatangani Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran (Asli dan lembar ke 2) 

Proses Pengajuan SPM-LS u n t u k diterbitkan S P 2 D - L S . 
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM-

L S beserta kelengkapan yang d ipersyaratkan ke Bendahara U m u m 
D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah u n t u k diterbitkan SP2D-
L S . 

b. Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a B e n d a h a r a U m u m Daerah 
m e l a k u k a n koreks i atas SPM-LS yang d ia jukan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

c. Apabi la SPM-LS yang d ia jukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggarandianggap belum lengkapmaka Bendahara U m u m 
D a e r a h / K u a s a Bendaharaa U m u m Daerah mengembal ikan SPM-LS 
tersebut ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran S K P D 
u n t u k dilengkapi pal ing l ama 1 (satu) ha r i ker ja sejak di ter imanya 
S P M - L S dengan mempergunakan sura t pengembalian SPM-LS dan 
di je laskan kekurangan-kekurangan SPM-LS tersebut. 
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d. Apabi la SPM-LS yang d ia jukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran dianggap lengkap dan s a h m a k a Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah menerbi tkan 
S P 2 D - L S dan daftar penguji S P 2 D - L S paling l a m a 2 (dua) ha r i ker ja 
sejak d i ter imanya S P 2 D - L S . 

e. Lembar 1 dan 2 S P 2 D - L S dan daftar penguji S P 2 D - L S yang 
di terbi tkan oleh Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara 
U m u m Daerah d isampaikan ke B a n k a l t i m Cabang Tan jung Redeb 
sebagai a lat u n t u k memindahkan dana dar i K a s U m u m Daerah ke 
Rekening yang berhak atas SP2D tersebut sebesar n i la i yang tertera 
pada S P 2 D - L S , lembar ke 3 d i sampa ikan ke Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran S K P D sedangkan 
lembar ke 4 u n t u k Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara 
U m u m Daerah. 

7. Karakte r i s t ik SPM-LANGSUNG (SPM-LS) : 
a. S P M - L S merupakan proses pembayaran yang langsung membebani 

anggaran/mengakui belanja secara definitif. 
b. SPM-LS d ipe runtukkan u n t u k belanja tertentu dengan ni la i 

tertentu. 

SPP/SPM/SP2D-Gan t i Uang (GU)-NIHIL / T a m b a h a n Uang (TU)- N IHIL 
1. Kelengkapan S P P - G U / T U NIHIL u n t u k diterbitkan SPM-NIHIL: 

a. S u r a t Pengantar SPP-NIHIL. 
b. R ingkasan SPP-NIHIL. 
c. S u r a t Pengesahan S P J yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang 

Berwenang. 
d. R inc i an S u r a t Pertanggungjawaban. 
e. B u k u K a s U m u m (BKU) . 
f. Register Penutupan K a s . 
g. R inc i an Penggunaan UP/TUbu lan sebelumnya. 
h. B u k u Pajak. 
i . B u k t i Setoran Pajak. 

j . B u k t i t r a n s a k s i yang lengkap dan s a h sesua i j en i s pengeluaran, 
k. SPM-NIHIL yang ditandatangani Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran. 

2. Proses Pengajuan S P P - G U / T U NIHIL u n t u k di terbi tkan SPM-NIHIL. 
a. Bendaha ra Pengeluaran S K P D atas permohonan /PPTK mengajukan 

SPP-NIHIL ke Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna 
Anggaran mela lu i P P K - S K P D . 

b. P P K - S K P D me l akukan Ver i f ikas i atas SPP-NIHIL yang d ia jukan oleh 
Bendaha ra Pengeluaran/PPTK. 

c. Apabi la SPP-NIHIL yang d ia jukan oleh Bendahara 
Penge luaran/PPTK dinggap be lum lengkap m a k a P P K - S K P D 
mengembal ikan SPP-NIHIL tersebut ke Bendahara 
Penge luaran/PPTK u n t u k dilengkapi pal ing l ama l ( satu ) har i ker ja 
sejak d i ter imanya SPP-NIHIL dengan mempergunakan sura t 
pengembalian SPP-NIHIL dan di je laskan kekurangan-kekurangan 
SPP-NIHIL tersebut. 

d. Apabi la SPP-NIHIL yang d ia jukan oleh Bendahara 
Penge luaran/PPTK dianggap lengkap dan s a h m a k a P P K - S K P D 
menerb i tkan SPM-NIHIL u n t u k ditandatangani oleh Pejabat 
Pengguna Anggaran/pejabat K u a s a Pengguna Anggaran paling l ama 
2 (dua) ha r i ker ja sejak di ter imanya SPP-NIHIL . 

e. SPM-NIHIL yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran/pejabat K u a s a Pengguna Anggaran beserta kelengkapan 
yang d ipersyaratkan d isampa ikan ke Bendahara U m u m 
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D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah u n t u k diterbitkan SP2D-
NIHIL. 

3. Kelengkapan S P M - G U / T U NIHIL u n t u k diterbitkan SP2D NIHIL : 
a. Pengesahan Pertanggung j awaban yang s u d a h ditandatangi oleh 

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna B a r a n g (Asli) 
b. Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (Asli) 
c. Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (Asli) 
d. B u k u Pembantu Pajak (Asli) 
e. B u k t i setoran s i sa dana dan S T S B e n d a h a r a yang sudah Va l idas i 

B a n k (Photo Copy) 
f. S P M - G U / T U NIHIL yang ditandatangani Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran (Asli dan lembar ke 2) 

Proses Pengajuan SPM-GU/TU NIHIL u n t u k diterbitkan SP2D-NIHIL . 
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM-

NIHIL beserta kelengkapan yang d ipersyaratkan ke Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah u n t u k diterbitkan 
SP2D-NIHIL . 

b. B e n d a h a r a U m u m D a e r a h / K u a s a B e n d a h a r a U m u m Daerah 
me l akukan koreks i atas SPM-NIHIL yang d ia jukan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

c. Apabi la SPM-NIHIL yang d ia jukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran dianggap belum lengkap m a k a Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaharaa U m u m Daerah mengembal ikan 
SPM-NIHIL tersebut ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran S K P D u n t u k dilengkapi pal ing l ama 1 (satu) har i ker ja 
sejak d i ter imanya SPM-NIHIL dengan mempergunakan sura t 
pengembalian SPM-NIHIL dan di je laskan kekurangan-kekurangan 
SPM-NIHIL tersebut. 

d. Apabi la SPM-NIHIL yang d ia jukan oleh Pengguna Anggaran / K u a s a 
Pengguna Anggaran dianggap lengkap dan sah m a k a Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah menerbi tkan 
SP2D-N IH IL dan daftar penguji SP2D-N IH IL pal ing l ama 2 (dua) ha r i 
ker ja sejak d i ter imanya SP2D-NIHIL . 

e. SP2D-N IH IL dan daftar penguji SP2D-NIHIL yang diterbitkan oleh 
Bendaha ra U m u m Dae rah/Kuasa Bendaha ra U m u m b u k a n 
merupakan alat u n t u k pembayaran a t au memindahkan dana dar i 
K a s U m u m Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran S K P D 
tetapi h a n y a merupakan pengakuan penggunaan dan 
pertanggungjawaban dana bagi S K P D , lembar ke 1 dan 2 
d i sampa ikan ke Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat K u a s a 
Pengguna Anggaran S K P D , lembar 3 dan 4 u n t u k Bendahara U m u m 
D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah. 

V I I I . K E L E N G K A P A N P E R T A N G G U N G J A W A B A N (SPJ ) B E L A N J A P E G A W A I / NON 
P E G A W A I / B E L A N J A BARANG/JASA/MODAL . 
1. Be lan ja Pegawai/Non Pegawai. 

a. Kelengkapan S P J Be lan ja Honor. 
1) S u r a t Keputusan/Penun jukan . 
2) Daftar T a n d a Ter ima Honor yang sudah ditandatangani penerima 
3) Ku i t ans i D inas . 
4) B u k t i Setoran Pajak (E-bill ing). 

b. Kelengkapan S P J Be lan ja Lembur. 
1) S u r a t Permohonan Lembur. 
2) Daftar T a n d a Te r ima Lembur yang s u d a h ditandatangani 

pener ima 
3) Daftar Hadir Lembur. 
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4) K u i t a n s i D inas 
5) B u k t i Setoran Pajak ( E - billing). 

c. Kelengkapan S P J Be lan ja Tambahan Penghasi lan 
1) S u r a t Keputusan/Penun jukan 
2) Daftar T a n d a Te r ima Tambahan Penghasi lan yang sudah 

ditandatangani penerima 
3) Ku i t ans i D inas 
4) B u k t i Setoran Pajak (E-bill ing). 

Be lan ja B a r a n g / J a s a dan Be lan ja Modal : 
a. Be lan ja Pengadaan Makan M inum Rapat/Kegiatan Nilai sampai 

dengan Rp. 10.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK). 
2) B u k t i Pembelian 
3) K u i t a n s i D inas 
4) Undangan (apabila ada) 
5) Daftar Hadir 
6) Notulen Rapat/Laporan Has i l Kegiatan 
7) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
8) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna) 
9) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 
Nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i 
3) K u i t a n s i D inas 
4) Undangan Rapat 
5) Daftar Hadir Rapat 
6) Notulen Rapat/Laporan Has i l Kegiatan 
7) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
8) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
9) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna). 
10) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 
Nilai diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) K u i t a n s i D inas 
3) Undangan Rapat 
4) Daftar Hadir Rapat 
5) Notulen Rapat/Laporan Has i l Kegiatan. 
6) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
7) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
8) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna). 
9) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Perjanj ian Ker ja/Kontrak 
2) Ku i t ans i D inas 
3) Undangan Rapat 
4) Daftar Hadir Rapat 
5) Notulen Rapat/Laporan Has i l Kegiatan. 
6) Be r i t a Aca ra Penylesaian Peker jaan/Barang 
7) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
8) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna). 
9) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

b. Be lan ja Pengadaan Makan Minum T a m u / H a r i a n Nilai sampai dengan 
Rp. 10.000.000,00 

1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
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2) B u k t i Pembelian 
3) Ku i t ans i D inas 
4) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang. 
5) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna). 
6) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) K u i t a n s i 
3) K u i t a n s i D inas 
4) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
5) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
6) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna) 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 

1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK). 
2) K u i t a n s i D inas 
3) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
4) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
5) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna) 
6) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai d iatas Rp.200.000.000,00 

1) Su ra t Perjanj ian Ker ja/Kontrak 
2) K u i t a n s i D inas 
3) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
4) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
5) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna) 
6) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

c. Be lan ja Pengadaan Barang/Penggandaan Penj i l idan/Pencetakan. 
Nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) B u k t i Pembelian 
3) Ku i t ans i D inas 
4) Be r i t a Aca ra Se rah Ter ima Has i l Peker jaan/Barang. 
5) Be r i t a Aca ra Se rah Ter ima Peker jaan/Barang. 
6) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna). 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i 
3) K u i t a n s i D inas 
4) Be r i t a Aca ra Serah Te r ima Has i l Peker jaan/Barang. 
5) Be r i t a Aca ra Serah Ter ima Peker jaan/Barang. 
6) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
7) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna). 
8) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) K u i t a n s i D inas 
3) Be r i t a Aca ra Serah Ter ima Has i l Peker jaan/Barang. 
4) Ber i ta Aca ra Serah Ter ima Peker jaan/Barang. 
5) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
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6) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna). 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai d iatas Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Perjanj ian Ker ja/Kontrak 
2) Ku i t ans i D inas 
3) Ber i ta Aca ra Serah Te r ima Has i l Peker jaan/Barang 
4) Ber i ta Aca ra Serah Ter ima Peker jaan/Barang 
5) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
6) Dokumentas i Ba rang yang d iadakan (berwarna) 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

d. Be lan ja Pemel iharaan Peralatan Kantor dan Mesin serta Kendaraan 
DinasNi la i sampai dengan Rp. 10.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) B u k t i Pembelian 
3) K u i t a n s i D inas 
4) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
5) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai d iatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i 
3) Ku i t ans i D inas 
4) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang. 
5) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
6) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i D inas 
3) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
4) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
5) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 
Nilai diatas Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Perjanj ian Ker ja/Kontrak 
2) K u i t a n s i D inas 
3) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang. 
4) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
5) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

e. Be lan ja Pemel iharaan Kons t ruks i Nilai sampai dengan 
Rp. 10.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) B u k t i Pembelian 
3) K u i t a n s i D inas 
4) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
5) Be r i t a Aca ra Serah Ter imaPeker jaan/Barang. 
6) Dokumentas i Sebelum dan Sesudah diker jakan/dipe l ihara 

(berwarna). 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai d iatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) K u i t a n s i 
3) K u i t a n s i d inas 
4) Be r i t a a ca ra pemer iksaan kemajuan pekerjaan (rekapitulasi 

prosentase pekerjaan perencanaan/pengawasan) 
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5) Ber i ta Aca ra pemer iksaan program 
6) Ber i ta Aca ra penyelesaian pekerjaan/barang 
7) Be r i t a Aca ra serah ter ima pekerjaan/barang. 
8) Ber i ta Aca ra pembayaran 
9) Dokumentas i sebelum dan sesudah d iker jakan/dipe l ihara 

(berwarna). 
10) B u k t i setoran potongan pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i D inas 
3) Be r i t a Aca ra Pemer iksaan Kemajuan Pekerjaan (Rekapitulasi 

Prosentase Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan) 
4) Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Program 
5) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
6) Ber i ta Aca ra Serah Ter imaPeker jaan/Barang 
7) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
8) Dokumentas i Sebelum dan Sesudah diker jakan/dipe l ihara 

(berwarna) 
9) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.200.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) K u i t a n s i d inas 
3) Be r i t a Aca ra Pemer iksaan Kemajuan Peker jaan (Rekapitulas i 

Prosentase Pekerjaan Perencanaan /Pengawasan) 
4) Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Program 
5) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
6) Ber i ta Aca ra Serah Ter imaPeker jaan/Barang 
7) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
8) Dokumentas i Sebelum dan Sesudah diker jakan/dipe l ihara 

(berwarna). 
9) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

f. Be lan ja Pengadaan B a h a n B a k a r Minyak (BBM) dan Pe lumas. 
Nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) B u k t i Pembelian 
3) K u i t a n s i D inas 
4) B o n Pengambilan B a h a n B a k a r Minyak (BBM) dan Pe lumas 
5) Rekap i tu las i B o n Pengambilan B B M dan Pe lumas 
6) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-bil l ing). 

Nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i 
3) K u i t a n s i D inas 
4) B o n Pengambilan B a h a n B a k a r Minyak (BBM) dan Pe lumas 
5) Rekap i tu las i Bon Pengambilan B B M dan Pe lumas. 
6) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang. 
7) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
8) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) K u i t a n s i D inas 
3) B o n Pengambilan B a h a n B a k a r Minyak (BBM) dan Pe lumas 
4) Rekap i tu las i B o n Pengambilan B B M dan Pe lumas 
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5) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
6) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai d iatas Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Perjanj ian Ker ja /Kontrak 
2) K u i t a n s i D inas 
3) B o n Pengambilan B a h a n B a k a r Minyak (BBM) dan Pe lumas 
4) Rekap i tu las i Bon Pengambilan B B M dan Pe lumas 
5) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang. 
6) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

g. Be lan ja Sewa Gedung/Tempat/Kendaraan. 
Nilai sampa i dengan Rp. 10.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) B u k t i Pembelian 
3) K u i t a n s i D inas 
4) Be r i t a Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang. 
5) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i 
3) K u i t a n s i D inas 
4) Ber i ta Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang. 
5) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
6) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i D inas 
3) Be r i t a Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang 
4) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
5) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 
Nilai diatas Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Perjanj ian Ker ja/Kontrak 
2) K u i t a n s i D inas 
3) Be r i t a Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang 
4) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
5) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

h. Be lan ja J a s a Konsu l tans i Perencanaan/Pengawasan. 
Nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) S u r a t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Kemajuan Pekerjaan (Rekapitulasi 

Prosentase Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan) 
3) Be r i t a Aca ra Pemer iksaan Program 
4) Be r i t a Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang. 
5) Be r i t a Aca ra Se rah Ter ima Peker jaan/Barang 
6) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
7) Ku i t ans i D inas 
8) Has i l Pekerjaan : 

Perencanaan (sesuai Kerangka A c u a n Kerja) 
Pengawasan (sesuai Kerangka Acuan Ker ja ) 

9) Dokumentas i Has i l Pekerjaan (berwarna). 
10) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 
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Nilai d iatas Rp.50.000.000,00 
1) S u r a t Perjanj ian Ker ja/Kontrak 
2) Be r i t a Aca ra Pemer iksaan Kemajuan Pekerjaan (Rekapitulasi 

Prosentase Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan) 
3) Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Program 
4) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang. 
5) Ber i ta Aca ra Serah Ter ima Peker jaan/Barang 
6) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
7) Ku i t ans i D inas 
8) Has i l Pekerjaan : 

- Perencanaan (sesuai Kerangka A c u a n Kerja) 
- Pengawasan (sesuai Kerangka A c u a n Ker ja ) 

9) Dokumentas i Has i l Pekerjaan (berwarna). 
10) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Be lan ja J a s a Kons t ruks i . 
Nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Kemajuan Pekerjaan (Rekapitulasi 

Prosentase Pekerjaan J a s a Konstruks i ) 
3) Be r i t a Aca ra Pemer iksaan Program 
4) Be r i t a Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang. 
5) Ber i ta Aca ra Serah Ter ima Peker jaan/Barang. 
6) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
7) Ku i t ans i D inas 
8) Has i l Pekerjaan : 

- Dokumentas i sesua i Prosentase F i s i k (berwarna). 
- Laporan B u l a n a n 

9) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp.200.000.000,00 
1) S u r a t Perjanj ian Ker ja/Kontrak 
2) Be r i t a Aca ra Pemer iksaan Kemajuan Pekerjaan (Rekapitulasi 

Prosentase Pekerjaan J a s a Konstruks i ) 
3) Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Program 
4) Ber i ta Aca ra Penyelesaian Peker jaan/Barang 
5) Ber i ta Aca ra Serah Ter ima Peker jaan/Barang 
6) Be r i t a Aca ra Pembayaran 
7) Ku i t ans i D inas 
8) Has i l Pekerjaan : 

- Dokumentas i sesua i Prosentase F i s i k (berwarna). 
- Laporan B u l a n a n 

9) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Be lan ja J a s a la innya . 

Nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) B u k t i Pembelian 
3) Ku i t ans i D inas 
4) Be r i t a Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang 
5) Dokumentas i (berwarna) 
6) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) Ku i t ans i 
3) K u i t a n s i D inas 
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4) Be r i t a Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang. 
5) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
6) Dokumentas i (berwarna) 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai d iatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 
1) Su ra t Per intah Ker ja (SPK) 
2) K u i t a n s i D inas 
3) Ber i ta Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang 
4) Ber i ta Aca ra Pembayaran 
5) Dokumentas i (berwarna) 
6) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Nilai d iatas Rp.200.000.000,00 
1) Su ra t Perjanj ian Ker ja/Kontrak 
2) B u k t i Pembelian 
3) Ku i t ans i D inas 
4) Ber i ta Aca ra PenyelesaianPeker jaan/Barang 
5) Dokumentas i (berwarna) 
6) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-bil l ing). 

Be lan ja J a s a Nara Sumber 

1) Su ra t Permintaan Nara Sumber dar i S K P D 
2) Su ra t Per intah Tugas (SPT) dar i Lembaga/Instans i pengirim 
3) Su ra t Per intah Per ja lanan D inas (SPPD) Nara Sumber 
4) Ku i t ans i D inas 
5) Daftar T a n d a Ter ima Honor Nara Sumber 
6) T ike t dan B u k t i Pembayaran Hotel/Penginapan 
7) B u k t i Setoran Potongan Pajak (E-billing) 

Be lan ja Pembebasan T a n a h . 
1) Su ra tKepu tusan Penun jukan K u a s a Pengadaan. 
2) Laporan Has i l Penin jauan Lokas i dan Daftar Hadir Penin jauan 

Lokas i . 
3) Su ra t Kepemi l ikan T a n a h 
4) Photo copy KTP/ident i tas dir i dan photo copy rekening bank. 
5) Be r i t a A c a r a Penetapan Lokas i 
6) Ber i ta Aca ra Pembayaran/Penyerahan 
7) Ber i ta Aca ra Persetujuan Harga/Peni la ian. 
8) Ber i ta Aca ra Pelepasan H a k 
9) SPPT P B B t a h u n t ransaks i/ tanda daftar 
10) K u i t a n s i d inas 
11) K u i t a n s i j u a l beli/pembelian. 
12) Su ra t Pernyataan t idak da lam sengketa. 
13) S u r a t Pernyataan penguasaan tanah. 
14) B u k t i setoranpotongan pajak. 

. Be lan ja T idak Terduga u n t u k Tanggap Darura t . 

1) Su ra t Permohonan Pencairan Dana . 
2) Su ra t Pernyataan Tanggap Darura t dar i Kepa la Daerah. 
3) Su ra t Kepu tusan Tanggap Darura t . 
4) S u r a t Kepu tusan Penggunaan D a n a T idak Terduga. 
5) Rencana Anggaran Be lan ja (RAB). 
6) Su ra t Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan D a n a dar i Kepala 

S K P D Tekn i s . 
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7) Be r i t a Aca ra Serah Ter ima D a n a Tanggap Darura t . 
8) K u i t a n s i D inas . 

n . Penyertaan Modal/Investasi Daerah. 

1) Dokumen Has i l Ka j ian Ke layakan Penyertaan Modal/Investasi 
2) Persetu juan Has i l ka j ian Ke layakan Penyertaan Modal/Investasi 

oleh Tim/Pejabat yang Berwenang 
3) Pera turan Daerah 
4) Su ra t Pernyataan Kepala Daerah/Bupat i 
5) Photo Copy K T P Pener ima 
6) Photo Copy Rekening B a n k Penerima. 
7) Ber i ta Aca ra Serah Ter ima d iketahui Kepa la Daerah/Bupat i . 
8) Ku i t ans i D inas . 

o. Ke lengkapan Pertanggungjawaban la in 

Se la in kelengkapan admin is t ras i tersebut diatas mas ih terdapat 
kelengkapan admin is t ras i yang d ipergunakan sesuai dengan 
pe run tukannya ya i tu : 

1) S u r a t j a m i n a n bank a tau yang d ipersamakan yang d ike luarkan 
oleh B a n k a tau Lembaga Keuangan Non B a n k 

2) Su ra t angkutan a tau konosemen apabi la pengadaan barang 
d i l aksanakan d i luar wi layah ker ja 

3) Su ra t pember i tahuan potongan denda keter lambatan pekerjaan 
dar i PPTK apabi la pekerjaan mengalami keter lambatan 

4) Potongan/jaminan ketenagakerjaan seperti Jamsos tek , B P J S dll 
sesua i ketentuan yang ber laku 

5) B u k t i pembayaran pajak minera l b u k a n logam (galian C) u n t u k 
pekerjaan kons t ruks i 

6) Pengadaan konsums i me lampirkan bukt i pajak restoran 

7) Pengadaan j a s a sewa hotel me lampirkan buk t i pembayaran hotel 

8) Dokumen la in yang d ipersyaratkan sesua i ketentuan yang 
ber laku 

P E R T A N G G U N G J A W A B A N PENGGUNAAN DANA 

A. B E N D A H A R A PENERIMAAN 

a. Bendaha ra Pener imaan wajib mempertanggungjawabkan secara 
administrat i f atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya 
dengan menyampa ikan laporan peratanggungjawaban pener imaan 
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mela lui PPK-
S K P D pal ing lambat tanggal 10 bu lan ber ikutnya . 

b. Bendaha ra Pener imaan wajib mempertangjungjawabkan secara 
fungsioanal atas pengelolaan keuangan yang menjadi 
tanggungjawabnya dengan menyampa ikan laporan 
pertaangungjawaban kepada PPKD se l aku B U D pal ing lambat tanggal 
10 bu lan ber ikutnya . 

c. Laporan pertanggungjawaban pener imaan di lampir i dengan : 
a. B u k u K a s U m u m ; 

b. B u k u Rekap i tu las i Pener imaan B u l a n a n ; 
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c. B u k t i Pener imaan la innya yang sah ; 

d. Bendaha ra Pener imaan me l akukan pemer iksaan k a s yang dikelola 
oleh Bendaha ra Pener imaan Pembantu sekurang-kurangnya 1 
(satu) ka l i da lam 3 (tiga) bu lan , dan d i tuangkan da lam Ber i ta Acara 
Pemer iksaan K a s dan disertai dengan Register Penutupan K a s . 

B . B E N D A H A R A P E N G E L U A R A N 

1. Bendaha ra Pengeluaran berkewajiban : 

a. Membuka rekening pada Banka l t im , setelah mendapat persetujuan 
B u p a t i dan se lanjutnya se luruh rekening Bendaha ra Pengeluaran 
di tetapkan dengan Sura t Keputusan (SK) B u p a t i mela lui PPKD. 

b. B u n g a / J a s a Giro setiap akh i r bu lan disetor ke Rekening B U D . 

c. Mempertanggungjawabkan secara administrat i f tentang 
penggunaan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan 
(GUP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Kepala S K P D 
mela lu i P P K - S K P D , paling lambat tanggal 10 bu lan ber ikutnya. 

d. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan 
uang yang menjadi tanggungjawabnya, dengan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD se laku 
B U D pal ing lambat tanggal 10 bu lan ber ikutnya , laporan 
pertanggunjawaban fungsional terdiri dar i Pengantar S P J 
Fungs iona l , Laporan S P J Fungs ional , B u k u K a s U m u m , Register 
Penutupan K a s , B u k t i setoran s i sa U P / G U / T U / L S , Laporan Posisi 
Stok B a r a n g Persediaan/Habis Paka i per akh i r bu lan berkenaan. 

e. Dokumen yang d igunakan da lam mena tausahakan 
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup : 

1) Register Pener imaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran 
(SPJ ) ; 

2) Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran 
(SPJ ) ; 

3) S u r a t Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran 
(SPJ ) ; 

4) Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran 
(SPJ ) ; 

5) Register Penutupan Kas . 

f. Da l am mempertanggungjawabkan pengelolaan Uang Persediaan 
(UP), dokumen laporan pertanggungjawaban mencakup : 

1) B u k u K a s U m u m ; 
2) R ingkasan Pengeluaran per r inc ian obyek yang disertai dengan 

bukt i -bukt i pengeluaran yang sah atas pengeluaran ; 
3) B u k t i a tas penyetorn PPN/PPh ke k a s Negara; 
4) Register Penutupan K a s ; 
5) B u k u K a s U m u m d imaksud di tutup setiap bu lan dengan 

sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 

6) U n t u k tertib laporan pertaanggungjawaban pada akh i r t ahun 
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bu lan 
Desember d i sampa ikan paling lambat tanggal 3 1 Desember. 
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g. Dokumen pendukung S P P - L S dapat d ipersamakan dengan b u k u 
pertanggungjawaban atas pengeluaran beban langsung kepada 
p ihak ketiga. 

h . Bendaha ra Pengeluaran me l akukan ver i f ikasi , evaluasi dan 
ana l i s i s atas Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang 
d i sampa ikan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

i . B e n d a h a r a Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subs id i , 
h ibah , ban tuan sosial , belanja bagi has i l , ban tuan keuangan, 
belanja t idak terduga dan pembiayaan me l akukan penatausahaan 
sesua i dengan peraturan perundang-undangan. 

C. P E J A B A T PENATAUSAHAAN KEUANGAN S K P D 

Da lam m e l a k u k a n veri f ikasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang 
d i sampa ikan , P P K - S K P D berkewajiban : 

1. Meneliti ke lengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan 
keabsahan bukt i -bukt i pengeluaran yang d i lampirkan. 

2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per r inc ian obyek 
yang te rcantum da lam r ingkasan per inc ian obyek. 

3. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per r inc ian 
obyek. 

4. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan 
periode sebelumnya. 

D. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran me lakukan 
Pemer iksaan K a s yang dikelola Bendahara Pener imaan dan Bendahara 
Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) ka l i da lam 3 (tiga ) bu lan , dan 
d i tuangkan da lam Ber i ta Acara Pemer iksaan K a s disertai dengan 
Register Penutupan Kas . 

K E T E N T U A N LAIN-LAIN : 

A. Kelengkapan Sura t Per intah Membayar (SPM) 
S e m u a dokumen kelengkapan SPM yang d i sampa ikan ke Bendahara 
U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah u n t u k penerbitan 
SP2D h a r u s as l i , tanda tangan basah dan stempel basah . 

B.Tanggungjawab Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m 
Daerah 
Hanya bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang merupakan 
kelengkapan SPM u n t u k diterbitkan SP2D , sedangkan dokumen la in 
yang d is impan di S K P D merupakan tanggungjawab Pejabat dan 
Pengelola Keuangan di masing-masing S K P D sesua i dengan tugas dan 
fungsinya. 

C. Ba tas Akh i r S u r a t Per intah Ker ja/Per janj ian/Kontrak/Swakelo la 
1. Kegiatan/pekerjaan yang sumber dananya berasa l dar i D a n a APBN 

seperti D a n a Alokas i K h u s u s dan A P B D Propinsi seperti B a n t u a n 
Keuangan Propinsi batas akh i r SPK/Kontrak/Per jan j ian/ paling 
lambat tanggal 10 Desember t ahun berjalan, t e rmasuk pekerjaan 
swakelola. 

2. Kegiatan/pekerjaan yang sumber dananya dar i D a n a A P B D 
Kabupaten B e r a u , batas akh i r SPK/Per jan j ian/Kontrak paling 
lambat tanggal 15 Desember t ahun berjalan, t e rmasuk pekerjaan 
swakelola. 
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D. Kebi jakan Akh i r T a h u n 

Da lam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, 
tertib dan tepat wak tu , m a k a dalam Penca i ran A P B D disetiap akh i r 
t ahun anggaran agar memperhat ikan ha l -ha l sebagai b e r i k u t : 
1. U n t u k pengajuan SPM-TU batas w a k t u n y a sampa i dengan tanggal 

13 Desember t a h u n berjalan. 
2. U n t u k pengajuan SPM-GU batas w a k t u n y a sampai dengan tanggal 

19 Desember t a h u n berjalan. 
3. U n t u k pengajuan SPM-LS Barang/Jasa/Moda l kegiatan yang 

sumber dananya dar i A P B D Kab. batas w a k t u n y a sampai dengan 
tanggal 28 Desember t ahun berjalan. 

4. U n t u k pengajuan SPM-LS Gaj i dan Tun jangan/Tambahan 
Penghasi lan PNS/Honor, batas w a k t u n y a sampai dengan tanggal 19 
Desember t ahun berjalan. 

5. U n t u k pengajuan SPM-LS Kegiatan/Pekerjaan/Honor Swakelo la 
batas w a k t u n y a sampai dengan tanggal 28 Desember t ahun 
berjalan. 

6. U n t u k pengajuan SPM-LS Be lan ja Subs id i , Be lan ja Hibah, Be lan ja 
B a n t u a n Sosia l , Be lan ja Bunga , Be lan ja T idak Terduga dan 
Pembiayaan, batas wak tunya sampai dengan tanggal 28 Desember 
t a h u n berjalan. 

7. U n t u k S P M - L S kegiatan yang sumber dananya berasal dar i APBN 
dan A P B D Propinsi seperti D a n a Alokas i K h u s u s dan B a n t u a n 
Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi batas w a k t u n y a sampai 
dengan tanggal 28 Desember t ahun berjalan. 

8. U n t u k Permohonan pencairan Be lan ja B a n t u a n Keuangan kepada 
Pemer intahan Desa/Kampung batas w a k t u n y a sampai dengan 
tanggal 28 Desember t ahun berjalan. 

9. U n t u k Penyetoran dana Bendahara Pener imaan dan Bendahara 
Pengeluaran batas wak tunya pal ing lambat sampa i sampai dengan 
ha r i ker ja terakhir bu lan Desember t a h u n berjalan. 

10. U n t u k pengajuan SPM-GU dan T U H I H I L batas wak tunya pal in 
glambat sampai dengan har i ker ja terakhir bu lan desember t ahun 
berjalan. 

E . Ba tas w a k t u Penyampaian SPM u n t u k diterbitkan SP2D 
SPM yang d i sampa ikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran da lam keadaan Lengkap dan S a h a k a n diterbitkan SP2D oleh 
Bendahara U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah paling 
lambat 2 (dua) ha r i kerja, dan u n t u k dapat memenuhi batas w a k t u 
tersebut m a k a batas w a k t u penyampaian SPM oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ke Bendahara U m u m 
D a e r a h / K u a s a Bendahara U m u m Daerah diatur sebagai b e r i k u t : 
a. Har i Sen in sampai dengan ha r i K a m i s sampai dengan 

J a m 14.00 Wi ta 
b. Har i J u m a t sampai dengan J a m 10.00 Wi ta 

F . Proses pembayaran Gaj i dan Tunjangan PNS/CPNS diatur sebagai 
ber ikut : 
1. Pener imaan dokumen perubahan Gaj i (SK C P N S , S K PNS,Kena ikan 

Pangkat ,SK B e r k a l a dan sebagainya d i sampa ikan paling lambat 
tanggal 15 setiap bu lannya , dan apabi la dokumen perubahan Gaj i 
d i sampa ikan setelah tanggal 15 m a k a a k a n d iadakan perubahan Gaj i 
pada bu lan ber ikutnya . 
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2. Penginputan perubahan dokumen gaji d imula i tanggal 1 sampai 
dengan tanggal 15 d ibulan berjalan. 

3. Pencetakan Daftar Gaj i tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 
d ibu lan berjalan. 

4. Penyerahan Daftar Gaj i oleh B U D , u n t u k d i l a k u k a n veri f ikasi oleh 
masing-masing S K P D pada tanggal 20 sampa i dengan 25 setiap 
bu lannya . 

5. Pengembalian Daftar Gaj i dan SPM Gaj i oleh masing-masing S K P D ke 
B U D pal ing lambat tanggal 30 setiap bu lannya .un tuk diveri f ikasi 
kembal i oleh B U D . 

6. Penerbitan SP2D Gaj i dan Tunjangan PNS pada tanggal 1 setiap 
bu lan a t au tanggal ha r i ker ja pertama pada setiap bu lannya . 

G. Pe laksanaan Kegiatan atas Beban A P B D . 

Dengan d i te tapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republ ik Indonesia 
Nomor : 235/PMK.07/2015 tentang Konvers i Penya luran D a n a Bagi 
Has i l dan/a tau D a n a Alokasi U m u m Da lam B e n t u k Nontunai, bahwa 
bagi Pemer intah Daerah yang memi l ik i banyak S ILPA m a k a Pemerintah 
Pusat a k a n member ikan Sura t Berharga Negara (SBN) b u k a n dalam 
bentuk transfer tuna i , dan u n t u k menghindari h a l tersebut m a k a : 

1. Setiap S K P D me laksanakan kegiatan sesuai dengan 
tahapan/t r iwu lan yang telah dibuat pada Anggaran K a s masing-
mas ing S K P D agar penyerapan anggaran dimasing-masing S K P D b isa 
optimal dan tepat w a k t u serta u n t u k mengurangi Uang K a s dan/atau 
s impanan Pemerintah Daerah di B a n k da lam j u m l a h t idak wajar. 

2. Apabi la S K P D t idak me laksanakan kegiatan sesua i dengan 
tahapan/t r iwu lan yang telah dibuat pada Anggaran K a s , m a k a 
Bendaha ra U m u m Daerah t idak a k a n menerb i tkan SP2D atas SPM 
yang d ia jukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 
kecua l i ada persetujuan Bupat i Be rau . 

3. Ketentuan point 2 diatas a k a n d iber lakukan mu la i t ahun anggaran 
2017 . 

H. Ba tas w a k t u Penyelesaian Tag ihan 

1. Tag ihan atas barang/jasa yang membebani A P B D d ia jukan dengan 
Sura t Tag ihan oleh Penyedia Ba rang/ J a s a kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran a tau Pejabat Pembuat 
Komitmen pal ing lambat 7 (tujuh) ha r i ker ja setelah t imbulnya H a k 
Tag ih (Ber i ta Aca ra Serah Te r ima Pekerjaan/Barang) kepada 
Pemerintah Kabupaten B e r a u 

2. Apabi la 7 (tujuh) ha r i ker ja setelah t imbulnya H a k Tagih (Ber i ta Aca ra 
Se rah Te r ima Pekerjaan/Barang) kepada Pemerintah Kabupaten 
Berau,Penyedia B a r a n g / J a s a be lum mengajukan Sura t Tag ihan ,maka 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran a tau Pejabat Pembuat 
Komitmen h a r u s segera member i tahukan secara tertul is kepada 
Penyedia B a r a n g / J a s a u n t u k mengajukan tagihan. 

3. Da l am ha l setelah 7 (tujuh) har i ker ja sebagaimana d imaksud pada 
h u r u f (b), Penyedia B a r a n g / J a s a h a r u s mengajukan tagihan dengan 
member ikan penjelasan secara tertul is kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran a tau Pejabat Pembuat 
Komitmen atas keter lambatan pengajuan tersebut. 
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4. Da lam ha l setelah 7 (tujuh) ha r i ker ja sejak pengajuan tagihan dar i 
Penyedia Barang/Jasa ,Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran a t au Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pe laksana 
Tekn i s Kegiatan t idak memproses pengajuan tagihan dar i Penyedia 
B a r a n g / J a s a sebagaimana d imaksud pada h u r u f (c), m a k a pada saat 
pengajuan pencairan h a r u s di lampir i persetujuan dar i Bupa t i B e r a u . 

5. Tag ihan yang d imaksud pada h u r u f (a) d idasarkan pada kelengkapan 
dokumen yang d ipersyaratkan oleh S K P D kepada Penyedia 
Barang/ J a s a u n t u k mengajukan tagihan. 

I . Mekanisme Penca i ran 

Berapapun j u m l a h pembayaran Pengadaan B a r a n g / J a s a dapat 
d i l akukan dengan Mekanisme Langsung (LS), dan apabi la pembayaran 
Pengadaan B a r a n g / J a s a d i l akukan dengan Mekanisme Uang Pesediaan 
a tau Gant i Uang Persediaan setinggi-tingginya sebesar Rp. 
20 .000.000,00 (dua p u l u h j u t a rupiah) . 

J . Be lan ja Pegawai/Non Pegawai 

Apabi la pembayaran belanja pegawai/non pegawai h a n y a mel ibatkan 
pegawai/non pegawai da lam sa tu S K P D m a k a dasar pembayarannya 
dengan S K Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, tetapi 
apabi la mel ibatkan S K P D la in m a k a dasar pembayarannya h a r u s 
dengan S K Kepa la Daerah. 

K. Pengusulan dan Penandatanganan Dokumen. 

1. U n t u k pe laksanaan penatausahaan A P B D m a k a setiap S K P D 
mengusu lkan Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah t a h u n 
ber ikutnya ke Bupa t i B e r a u mela lui B a d a n Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah pal ing lambat minggu pertama bu lan Desember 
t a h u n berjalan. 

2. Setiap Pejabat dan Pengelola Keuangan yang ada dimasing-masing 
S K P D seperti Pengguna Anggaran, K u a s a Pengguna Anggaran, 
Bendahara Pener imaan, Bendahara Pengeluaran dan la in- la in , t idak 
d iperkenankan menandatangani dokumen / buk t i pengeluaran dan 
pener imaan atas beban A P B D apabi la be lum adaSura t Keputusan 
Penetapan/Penunjukan sebagai Pejabat dan Pengelola Keuangan 
a tau Rekomendasi dar i Inspektur Daerah. 

3. Tanggal penandatanganan dokumen/bukt i pengeluaran dan 
pener imaan atas beban A P B D Terh i tung Mula i Tanggal (TMT) 
be r l akunya S u r a t Kepu tusan/Penun jukan sebagai Pejabat dan 
Pengelola Keuangan a tau Rekomendasi dar i Inspektur Daerah. 

L. Daftar T a n d a Ter ima. 

1. S K P D yang t idak ada Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Ba rang m a k a yang menandatangani daftar tanda ter ima 
honor kegiatan adalah Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat 
Pengguna Ba rang dengan Bendahara Pengeluaran. 

2. S K P D yang ada Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna 
B a r a n g m a k a yang menandatangani daftar tanda ter ima honor 
kegiatan ada lah Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran/Pejabat 
Pengguna B a r a n g dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

M. Penandatangan dan Para f Ku i t ans i D inas 
1. Di tandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(PA/KPA), Pejabat Pe laksana Tekn i s Kegiatan (PPTK), Bendaharan 
Pengeluaran dan p ihak penerima, apabi la Pengguna Anggaran/Kuasa 
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Pengguna Anggaran sekal igus me l aksanakan fungsi Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK). 

2. Di tandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendaha ra Pegeluaran dan p ihak 
penerima, apabi la Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
t idak me l aksanakan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat 
Pembuat Komitmen d i tunjuk tersendiri yang mempunya i Setif ikat 
Pengadaan Ba rang dan J a s a ) . 

3. Di tandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 
Bendaha ra Pengeluaran dan p ihak penerima, apabi la Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sekal igus me laksanakan fungsi 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kegiatan tersebut t idak ada 
Pejabat Pe laksana Tekn i s Kegiatan (PPTK). 

4. Di tandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 
Bendaha ra Pengeluaran dan p ihak penerima, apabi la pengeluaran 
tersebut t idak m a s u k dalam program kegiatan seperti Gaj i , Honor, 
T a m b a h a n Penghasi lan dan la in- la in . 

5. K u i t a n s i pembayaran Gaj i , Honor, T a m b a h a n Penghasi lan dan 
Lembur , Bendaha ra Pengeluaran h a n y a menandatangani pada sudah 
dibayar sedangkan pada pener ima ditandatangani oleh sa lah seorang 
yang ada pada daftar penerima tersebut. 

6. B e n d a h a r a Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Kegiatan t idak i ku t 
menandatangani ku i t ans i d inas tetapi h a n y a membubuhkan paraf di 
k a n a n dan k i r i pada n a m a Bendahara Pengeluaran, ha l tersebut 
sebagai bukt i/ tanda bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 
Pengelola Kegiatan juga i ku t bertanggung]awab atas kebenaran 
k u i t a n s i d inas tersebut. 

N. Mekanisme Pembayaran LS -Ga j i dan Tunjangan/Honor 
1. Gaj i dan Tun jangan PNS, Penghasi lan Dewan, Honor PTT/Tenaga 

Kontrak , d ibayarkan setiap awa l bu lan dan pengajuan pembayaran 
paling lambat minggu keempat bu lan sebelumnya. 

2. T a m b a h a n Penghasi lan PNS dan Honor kegiatan, d ibayarkan diawal 
bu lan ber ikutnya setiap bu lan , kecua l i u n t u k pembayaran B u l a n 
Desember a k a n d ibayarkan paling lambat akh i r bu lan Desember 
t ahun berjalan. 

O. Pejabat dan Pengelola Keuangan 
Pengguna Anggaran, K u a s a Pengguna Anggaran, Bendaharan 
Pener imaan, Bendahara Pengeluaran, P P K - S K P D , PPTK, PPK, 
Bendaha ra Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendaha ra Pengeluaran 
yang berhalangan dan a tau t idak dapat me l aksanakan tugas : 
1. Apabi la melebihi 3 (tiga) har i sampai se lama- lamanya 1 (satu) bu lan 

berhalangan dan a t au t idak dapat me l aksanakan tugas m a k a wajib 
member ikan sura t k u a s a kepada pejabat yang d i tun juk dengan 
d iketahui oleh Kepa la S K P D . 

2. Apabi la melebihi 1 (satu) bu lan sampai se lama- lamanya 3 (tiga) bu lan 
berhalangan dan a tau t idak dapat me l aksanakan tugas m a k a 
d iadakan serah ter ima pekerjaan kepada pejabat yang d i tun juk 
dengan d iketahui oleh Kepala S K P D . 

3. Apabi la sesudah 3 (tiga) bu lan be lum b isa me l aksanakan tugas m a k a 
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan dir i a tau berhenti 
dan oleh ka r ena i tu segera d iusu lkan pengganti. 
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P. Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 
1. Pengadaan Bahan Makar Minyak dan Pelumas dapat dilakukan 

dengan mekanisme UP/GU/TU dan Langsung (LS). 

2. Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dengan mekanisme 
UP/GU/TU, persyaratan pertanggungjawabannya mempergunakan 
bukti pembelian dan kuitansi dinas yang ditandatangani oleh 
pemilik/ pemegang kendaraan sebagai penerima. 

3. Pengadaan Bahan Bakar Minyak mengikuti harga satuan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah dan harga pasar yang berlaku di Daerah. 

Q. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Belanja Barang/Jasa/Modal, dimana pihak ketiga/rekanan yang tidak 
memiliki Badan Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka 
penyetoran pajak mempergunakan NPWP Bendahara Pengeleuaran 
SKPD dan dipotong serta disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. 

R. Pengadaan Barang/Jasa. 

Hal-hal lain yang berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa/Modal 
yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepenuhnya mengacu 
dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta semua 
perubahannya. 

XI . PENUTUP 

Pedoman Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun sebagai 
pedoman bagi jajaran SKPD di Kabupaten Berau dalam menatausahakan 
APBD. 

Ditetapkan di Tanjung Redeb 
l a lungga j^ j^eptembar 2017 

Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal, 4 Septem&e!2017 

RAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 54 



DAFTAR I S I 

Ha laman : 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN D A E R A H 

I PENDAHULUAN 

A. La tar Be lakang 8 

B . Maksud dan T u j u a n 8 

I I ASAS UMUM P E N G E L O L A A N KEUANGAN D A E R A H 8 

I I I P R O S E D U R PENATAUSAHAAN KEUANGAN D A E R A H 9 

IV PENATAUSAHAAN P E N E R I M A A N 9 

V P R O S E D U R PENATAUSAHAAN B E N D A H A R A P E N E R I M A A N 10 

V I P R O S E D U R PENATAUSAHAAN B E N D A H A R A P E N G E L U A R A N . . . 11 

V I I PENATAUSAHAAN P E N G E L U A R A N 12 

A. SPP/SPM/SP2D-Uang Persediaan (UP) 12 

B . SPP/SPM/SP2D-Gan t i Uang Persediaan (GUP) 15 

C. SPP/SPM/SP2D- T a m b a h a n Uang Persediaan (TUP) 17 

D. SPP/SPM/SP2D-Langsung (LS) 20 

E . SPP/SPM/SP2D-Gan t i Uang (GU) N ih i l/Tambahan Uang (TU) 
Nihi l 22 

V I I I K E L E N G K A P A N P E R T A N G G U N G J A W A B A N (SPJ) B E L A N J A 
PEGAWAI/NON P E G A W A I / B E L A N J A B A R A N G / J A S A / M O D A L 24 

X P E R T A N G G U N G J A W A B A N PENGGUNAAN DANA 3 1 

A. Bendahara Pener imaan 31 

B . Bendahara Pengeluaran 32 

C. Pejabat Pena tausahaan Keuangan S K P D 33 

D. Pengguna Anggaran / K u a s a Pengguna Anggaran 33 

X K E T E N T U A N LAIN-LAIN 34 

X I P E N U T U P 39 

CONTOH F O R M A T : 

Format - 1. Surat Pernyataan Uang Persediaan UP) 40 

Format - 2. Surat Pernyataan Ganti Uang (GU) 41 

Format -3.1. Surat Pernyataan Tambahan Uang (TU) 42 

Format - 3.2. Surat Pernyataan SPJ-TU/SPM-UP Nihil 43 

Format - 4. Surat Permohonan Penerbitan SPM-TU 44 

Format - 5. Surat Keterangan Pengajuan SPM-TU 45 

Format - 6. Surat Pernyataan Langsung (LS) 46 

Format - 7. Surat Penolakan SPP-SPM 47 



Format - 8. Kuitansi Dinas (ada PPTK) 48 

Format - 9. Kuitansi Dinas (ada PPK) 49 

Format - 10. Kuitansi Dinas (tidak ada PPTK dan PPK) 50 

Format -11. Resume (Non Kontruksi) 51 

Format -12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang 52 

Format - 13. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pejabat 

Pengadaan) 53 

Format - 14. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Panitia 

Pengadaan) 54 

Format -15. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang 55 

Format -16. Berita Acara Pembayaran 56 

Format -17. Resume (Konstruksi) 57 

Format -18. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 58 

Format - 19. Berita Acara Pemeriksaan Program Pekerjaan 59 

^ Format - 20. Berita Acara Peneyelesaian Pekerjaan /Barang 60 

Format -21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I 61 

Format - 22. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II 62 

Format - 23. Berita Acara Serah Terima Konsultansi 63 

Format - 24. Berita Acara Pembayaran 64 



- 40-

- 1 

K O P S K P D 

S U R A T PERNYATAAN TANGGUNG J A W A B 
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Nomor : 

Sehubungan dengan Sura t Per intah Membayar Uang Persediaan 

(SPM-UP) nomor tanggal yang k a m i a jukan sebesar 

Rp terbi lang ) u n t u k keper luan S K P D T a h u n 

Anggaran , dengan in i menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

1 J u m l a h Uang Persediaan (UP) tersebut diatas a k a n dipergunakan 

u n t u k keper luan guna membiayai kegiatan yang a k a n k a m i 

l a k s a n a k a n sesua i DPA-SKPD. 

2 J u m l a h Uang Persediaan (UP) tersebut t idak a k a n d ipergunakan 

u n t u k membiayai pengeluaran- pengeluaran yang menurut 

ketentuan yang ber laku h a r u s d i l akukan dengan Pembayaran 

Langsung (LS) . 

Demik ian sura t pernyataan in i d ibuat u n t u k melengkapi 

persyaratan pengajuan SPM-UP u n t u k diterbitkan SP2D-UP S K P D 

Kami . 

Tan jung Redeb, 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(Cap dan T a n d a Tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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K O P S K P D 

S U R A T PERNYATAAN TANGGUNG J A W A B 
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Nomor : 

Sehubungan dengan Sura t Per intah Membayar Gant i Uang 

Persediaan (SPM-GU) nomor tanggal yang kam i a jukan 

sebesar Rp (terbilang ) u n t u k keper luan S K P D T a h u n 

Anggaran , dengan in i menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

1 . J u m l a h Gan t i Uang Persediaan (GU) tersebut diatas a k a n dipergunakan 

u n t u k keper luan guna membiayai kegiatan yang a k a n k a m i l a k s a n a k a n 

sesua i DPA -SKPD . 

2. J u m l a h Gant i Uang Persediaan (GU) tersebut t idak a k a n dipergunakan 

u n t u k membiayai pengeluaran- pengeluaran yang menurut ketentuan 

yang ber laku h a r u s d i l akukan dengan Pembayaran Langsung (LS). 

Demik ian sura t pernyataan in i d ibuat u n t u k melengkapi 

persyaratan pengajuan SPM-GU u n t u k diterbitkan S P 2 D - G U S K P D Kami . 

Tan jung Redeb, 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(Cap dan T a n d a Tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format - 3.1 

KOP S K P D 

S U R A T PERNYATAAN TANGGUNG J A W A B 
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Nomor : 

Sehubungan dengan Sura t Per intah Membayar T a m b a h a n Uang (SPM-

TU) nomor Tanggal yang k a m i a jukan sebesar Rp 

(terbilang ) u n t u k keper luan S K P D T a h u n Anggaran , 

dengan in i menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

1. J u m l a h T a m b a h a n Uang (TU) tersebut diatas a k a n d ipergunakan 

u n t u k keper luan K h u s u s guna membiayai kegiatan yang t idak dapat 

d i tunda. 

2. J u m l a h T a m b a h a n Uang (TU) tersebut t idak a k a n d ipergunakan 

u n t u k membiayai pengeluaran- pengeluaran yang menurut 

ketentuan yang ber laku h a r u s d i l a k u k a n dengan Pembayaran 

Langsung (LS). 

Demik ian sura t pernyataan in i dibuat u n t u k melengkapi persyaratan 

pengajuan SPM-TU u n t u k diterbitkan S P 2 D - T U S K P D Kami . 

Tan jung Redeb, 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(Cap dan T a n d a Tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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-3.2 

K O P S K P D 

S U R A T PERNYATAAN S P J - T U / S P M - T U NIHIL 

Nomor : 

Yang bertanda tangan di bawah in i : 

1. Nama : 

2. NIP : 

3. J a b a t a n : 

Sehubungan dengan SPM-Tambahan Uang (TU) yang k a m i a jukan 

u n t u k Program/Kegiatan sebesar Rp. 

(terbilang ), m a k a k a m i menya takan bahwa a k a n 

menyampa ikan Laporan Pertanggungjawaban/ SPM TU-N IH IL ke 

B a d a n Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten B e r a u paling 

lambat 1 (satu) bu lan sejak tanggal d i terb ikannya S P 2 D - T U . 

Demik ian sura t pernyataan d isampaikan,a tas perhat iannya 

d iucapkan ter ima kas ih . 

Tan jung Redeb, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(Cap dan T a n d a Tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format - 4 

K O P S K P D 

S U R A T PERMOHONAN P E N E R B I T A N SPM-TU 

Nomor : 

Lampi ran : 

Per ihal : Permohonan Penerbitan 

SPM-TU 

Tan jung Redeb, 

Kepada 

Y t h , B e n d a h a r a U m u m Daerah/ 

K u a s a B e n d a h a r a U m u m Daerah 

di -

Tan jung Redeb 

U n t u k dapat me laksanakan kegiatan pada 

D inas/Badan/Kanto r m a k a k a m i mohon persetujuan 

Bendaha ra U m u m D a e r a h / K u a s a Bendaha ra U m u m Daerah agar 

k a m i dapat menerbi tkan SPM-TU sebesar Rp 

(terbilang ), sebagaimana S u r a t Keterangan Pengajuan 

SPM-TU (r inc ian penggunaan Tambahan Uang) terlampir. 

Demik ian permohonan d isampaikan, atas persetu juannya 

d iucapkan ter imakas ih . 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(Cap dan T a n d a Tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format - 5 

K O P S K P D 

S U R A T K E T E R A N G A N P E N G A J U A N SPM-TU 

Sehubungan dengan S u r a t Per intah Membayar T a m b a h a n Uang (SPM-TU) yang 

kami a jukan sebesar Rp [Terbilang ) 

Untuk keper luan S K P D T a h u n 

Anggaran ,dengan in i menyatakan dengan sebenarnya bahwa j u m l a h 

tambahan uang d igunakan u n t u k keper luan sebagai ber ikut : 

No. 
Urut 

K O D E R E K E N I N G 
Program / Kegiatan URAIAN 

J U M L A H 
(Rp.) 

J U M L A H 

Waktu Pe laksanaan Kegiatan 

Demik ian Sura t Keterangan in i dibuat u n t u k melengkapi persyaratan pengajuan 
SPM-TU S K P D . 

Tan jung Redeb, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(Cap dan T a n d a Tangan) 

(namajelas) NIP. 
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KOP S K P D 

S U R A T PERNYATAAN TANGGUNG J A W A B 
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Nomor : 

Sehubungan dengan Sura t Per intah Membayar Langsung 

(SPM-LS) nomor tanggal yang k a m i a jukan 

sebesarRp (terbilang ) u n t u k keper luan S K P D 

T a h u n Anggaran , dengan in i menyatakan dengan sebenarnya 

bahwa : 

1. Bertanggunggjawab me l akukan t indakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja S K P D yang kam i 

p impin. 

2. Te lah me l akukan pengujian atas tagihan sesua i dengan ketentuan 

pera turan perundang-undangan yang ber laku dan memer in tahkan 

u n t u k me l akukan pembayaran. 

3. B u k t i - b u k t i rea l isas i pembayaran kepada p ihak ketiga yang 

te rcantum da lam laporan tersebut, d is impan sesuai ketentuan 

yang ber laku u n t u k kelengkapan admin is t ras i dan keper luan 

pemer iksaan aparat pengawas fungsional. 

Demik ian sura t pernyataan in i dibuat dengan sebenarnya. 

Tan jung Redeb, 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(Cap dan T a n d a Tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format - 7 

Nomor 

Lampi ran 

Perihal 

KOP S K P D 

S U R A T PENOLAKAN P E N E R B I T A N SPP/SPM 

TanjungRedeb, 

Kepada 

Y th . BendaharaPenge luaran / PPTK 

Pengembalian SPP/SPM *) d i -

TanjungRedeb 

B e r s a m a in i terlampir Su ra t Permintaan Pembayaran/Surat 

Per intah Membayar Uang Persed iaan/Gant i Uang 

Persed iaan/Tambahan Uang Persediaan dan Langsung 

(UP/GUP/TUP/LS ) saudara Nomor : tanggal 

d ikembal ikan karena t idak memenuh i syarat u n t u k 

diproses. 

Adapun kekurangannya sebagai b e r i k u t : 

1 

2 

3 D a n seterusnya 

Demik ian d isampaikan, atas ker jasamanya d iucapkan ter ima 

k a s i h . 

Tan jung Redeb, 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(Cap dan T a n d a Tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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UNTUK DINAS 

Kode Rekening 
Dibukui 
Program 
Kegiatan 

Sudah Ter ima Dar i : 

Banyaknya Uang 

Untuk Pembayaran 

Tanjung Redeb, 
Tanda tangan penerima, 

(nama jelas) 
Terbilang Rp. Jaba tan 

Menyetujui, Sudah dibayar pada 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pe laksana Teknis Kegiatan Tgl 
Pengguna Anggaran/PPK Paraf * Bendahara Pengeluaran*Paraf 

(nama jelas) (nama jelas) (nama jelas) 
NIP. NIP. NIP. 

SURAT B U K T I ^ ™ ^ 
Satu 
Dua 
Tiga 
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Format - 9 

D 
2 
m 

CQ 

< 

w S ^ 
S Q 
W 

UNTUK DINAS 
SURAT B U K T I 

Kode Rekening 
Dibukui 
Program 
Kegiatan 

Sudah Ter ima Dar i : 

Banyaknya Uang : 

Untuk Pembayaran : 

Terbilang Rp. 

Lembar ke : 
Satu 
Dua 
Tiga 

Tanjung Redeb, 
Tanda tangan penerima, 

(nama jelas) 
Jaba tan 

Menyetujui, Sudah dibayar pada 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen Tgl 

Pengguna Anggaran Paraf * Bendahara Pengeluaran*Paraf 

(nama jelas) (nama jelas) (nama jelas) 
NIP. NIP. NIP. 
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Format -10 

2 
m 

PQ 

I 
S CO s < . 
W 
PH 

UNTUK DINAS 
SURAT B U K T I 

Kode Rekening 
Dibukui 
Program 
Kegiatan 

Sudah Ter ima Dar i : 

Banyaknya Uang : 

Un tuk Pembayaran : 

Terbilang Rp. 

Lembar ke : 
Satu 
Dua 
Tiga 

Tanjung Redeb, 
Tanda tangan penerima, 

(nama jelas) 
Jaba tan 

Menyetujui, Sudah dibayar pada 
Pengguna Anggaran/Kuasa Tgl 

Pengguna Anggaran / PPK Paraf * Bendahara Pengeluaran*Paraf 

(nama jelas) (nama jelas) 
NIP. NIP. 
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Format -11 

KOP S K P D 
R E S U M E 

1. Nomor dan Tanggal 

DPA -SKPD/ DPPA -SKPD / DPA. L - S K P D 

2. Kode Program Kegiatan /Rekening 

3. Nomor dan Tanggal 

S P K / Sura t Perj anj i an / Kont rak 

4. Nilai S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 

5. Ben tuk dan Nama Pe rusahaan 

6. Nama dan J a b a t a n 

7. A lamat Pe rusahaan 

8. Ura ian Pekerjaan 
9. C a r a Pembayaran 

a. J u m l a h yang d iminta 
( Terbilang) 

b. Nama B a n k dan No. Rekening 

Rp. 

(Termyn/MC(Bulanan) / Sekaligus) 
Rp 
( ) 

10. J a n g k a W a k t u Pe laksanaan 

11 . Tgl Penyelesaian Peker jaan/Kontrak 

12. Nomor dan Tanggal Addendum (jika ada) 

13. Nilai Kont rak Addendum : .. 

14. J a n g k a W a k t u Pe laksanaan Addendum : 

15. Tgl Penyelesaian Pekerjaan Addendum 

16. Ketentuan Sanks i / D enda 

17. Nomor dan Tanggal 
Ber i ta Aca ra Penyelesaian Pekerjaan 

18. Nomor dan Tanggal : 
Ber i ta Aca ra Serah Te r ima Has i l Pekerjaan 

19. Nomor dan Tanggal : 
Ber i ta Acara Se rah Te r ima Peker jaan/Barang 

20. Nomor dan Tanggal : 
Ber i ta Aca ra Pembayaran 

Tan jung Redeb, 

Pengguna Anggaran/ 
K u a s a Pengguna Anggaran/PPK 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format - 12 

KOP S K P D 
B E R I T A ACARA P E N Y E L E S A I A N P E K E R J A A N / B A R A N G 

Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t a h u n ,yang bertanda 
dibawah in i 

1. Nama : 
J a b a t a n : (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*/PPK) 
Alamat : 
Un tuk se lanjutnya disebut P IHAK K E S A T U 

2. Nama : 
J a b a t a n : Direktur/Kuasa Direktur) PT /U V 
Alamat : 
Un tuk se lanjutnya disebut P IHAK K E D U A 

Dengan in i menya takan : 

1. Kedua belah p ihak telah setuju dan sepakat bahwa telah me laksanakan : 

a. Kegiatan 
b. Pekerjaan 
c. Kode Rekening 
d. Ins tans i 
e. Dokumen Pe laksanaan Anggaran (DPA) 

Nomor dan Tanggal 
f. Dokumen Pe laksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) / (jika ada) 

Tanggal 
g- S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 

Nomor dan Tanggal 
h. Nilai S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak : RP 

Terbilang ( 
i . Addendum (jika ada) 

Nomor dan Tanggal 
j - Nilai Addendum (jika ada) : Rp 

Terbilang ( 
k. J a n g k a W a k t u pe laksanaan 

Tgl Mula i dan Tgl Selesai 

2. Pe laksanaan pekerjaan sampai saat in i telah selesai 100 %,mengenai ha l -
ha l kekurangan pada pekerjaan in i telah dianggap t idak ada. 

Demik ian Ber i ta Aca ra Selesai Pekerjaan in i dibuat u n t u k dapat d ipergunakan 
sebagaimana mest inya. 

Tan jung Redeb,. 

P IHAK K E D U A P IHAK K E S A T U 
PT/CV K u a s a Pengguna Anggaran*)/PPK 

(nama jelas) 
J a b a t a n 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format -13 
K O P S K P D 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A H A S I L P E K E R J A A N 

Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t a h u n berdasarkan P E R P R E S 
No.. . .Tahun dan Sura t Keputusan D inas Pemerintah 
Kabupaten B e r a u Nomor Tanggal T a h u n yang bertandatangan di 
bawah in i : 

1. Nama : 
NIP : 
J a b a t a n : Pejabat Pener ima Has i l Pekerjaan 

Dengan in i menya takan dengan sebenarnya te lah me laksanakan 
Pemer iksaan / Pengujian dan mener ima Has i l Pekerjaan Pengadaan Ba rang / 
J a s a sesuai dengan spesi f ikasi dan volume pekerjaan yang tercantum da lam 
Sura t Per intah Ker ja/Sura t Per janj ian/Kontrak dar i : 

Nama Penyedia B a r a n g / J a s a : 

A lamat Pe rusahaan : 

Sebagai rea l isas i S u r a t Per intah Ker ja/Sura t Per janj ian/Kontrak, No 
Tanggal T a h u n dengan j en is barang / j a s a : 

No Nama / J e n i s Ba rang Spesi f ikasi 
Ba rang 

Volume Ket 

Pcs 

Uni t 

dl l 

Has i l pemer iksaan / pengujian d inyatakan : 
a) Baik, 

b) Kurang / Tidak Baik 

Yang se lanjutnya a k a n d iserahkan oleh Penyedia B a r a n g / J a s a kepada 
Penyimpan Ba rang dan/a tau Pengurus Barang . 

Demik ian B E R I T A ACARA in i kam i buat da lam rangkap 5 (Lima) u n t u k 
dipergunakan sebagaimana mest inya. 

Penyedia B a r a n g / J a s a Pejabat Pener ima Has i l Pekerjaan 

(nama jelas) 
J a b a t a n 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format-14 
KOP S K P D 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A H A S I L P E K E R J A A N 

Nomor : 
Pada har i in i tanggal bu lan t ahun berdasarkan P E R P R E S 
No T a h u n dan S u r a t Keputusan D inas Pemerintah Kabupaten 
B e r a u Nomor Tanggal T a h u n Yang bertandatangan di bawah in i : 

1. Nama : (Ketua) 
2. Nama : (Sekretaris) 
3. Nama : (Anggota) 
4. Nama : (Anggota) 
5. Nama : (Anggota) 

Masing-masing ka r ena jabatannya,dengan in i menyatakan dengan 
sebenarnya telah me l aksanakan Pemer iksaan / Pengujian dan mener ima Has i l 
Pekerjaan Pengadaan Ba rang / J a s a sesua i dengan spesi f ikasi dan volume 
pekerjaan yang te rcantum da lam Sura t Per intah Ker ja/Sura t 
Per janj ian/Kontrak dar i : 

Nama Penyedia Ba rang/ J a s a : 
A lamat Pe rusahaan : 

Sebagai rea l isas i S u r a t Per intah Ker ja/Sura t Perjanj ian/Kontrak,No. 

No Nama / J e n i s Ba rang Spesi f ikasi 
Ba rang 

Volume Ket 

Pcs 
Un i t 
dl l 

Has i l pemer iksaan / pengujian d inyatakan : 
a) Baik, 
b) Kurang / Tidak Baik 

Yang se lan jutnya a k a n d ise rahkan oleh Penyedia B a r a n g / J a s a kepada 
Penyimpan Ba rang dan/a tau Pengurus Barang . 

Demik ian B E R I T A ACARA in i k a m i buat da lam rangkap 5 (Lima) u n t u k 
dipergunakan sebagaimana mest inya. 

Pani t ia Pener ima Has i l Pekerjaan 
Nama/NIP T a n d a Tangan 
1. Nama : 

Nip. 
2. Nama : 

Nip. 
3. Nama : 

Nip. 
4. Nama : 

Nip. 
5. Nama : 

Nip. 

Penyedia B a r a n g / J a s a 

(nama jelas) 
J a b a t a n 
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Format -15 
KOP S K P D 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A P E K E R J A A N / B A R A N G 

Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal,, , ,bulan t ahun di Tan jung Redeb.yang bertanda 
tangan dibawah in i : 

1. Nama : 
J a b a t a n : Direktur/Kuasa Direktur/Pemilik 
Alamat : 
Se lan jutnya disebut P IHAK PERTAMA 

2. Nama : 
NIP : 
J a b a t a n : (Penyimpan Barang/Pengurus Barang) 
Alamat : 
Se lanjutnya disebut P IHAK K E D U A 

P IHAK PERTAMA sesua i dengan Sura t Per intah Ker j a/Sura t Per janj ian/Kontrak 
No Tanggal.... , te lah menyerahkan barang/jasa seperti daftar terlampir 
kepada P IHAK K E D U A sebagai ber ikut : 

No Nama / J e n i s Ba rang Volume Harga 
S a t u a n 

J u m l a h Harga 
S a t u a n 

Pcs 

Uni t 

D l l 

J u m l a h 

Pembulatan 

Terbilang : (. ) 

Demik ian Ber i t a Aca ra Se rah Te r ima Barang/ J a s a in i dibuat da lam rangkap 5 
(lima) u n t u k dapat d ipergunakan sebagaimana mest inya. 

P IHAK K E D U A P IHAK PERTAMA 
Penyimpan Ba rang Penyedia B a r a n g / J a s a 

dan/a tau Pengurus Ba rang 

( ) ( ) 
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Format - 16 

KOP S K P D 
B E R I T A ACARA P E M B A Y A R A N 

Nomor : 

Pada ha r i ini. . . .tanggal. . . .bulan, 
in i : 

1. Nama 
J a b a t a n 
Alamat 

. tahun. . . . ,kami yang bertandatangan dibawah 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Berdasa rkan S u r a t Keputusan Nomor Tanggal tentang 
Bert indak U n t u k dan Atas n a m a Pemerintah Kabupaten B e r a u dalam ha l in i 
se lanjutnya disebut P IHAK PERTAMA 

2. Nama 
J a b a t a n 
Alamat 

Be rdasarkan Akte Notaris Nomor Tanggal oleh Notaris 
Bert indak U n t u k dan Atas n a m a Pe rusahaan PT/CV disebut P IHAK K E D U A 
Berdasarkan : 
1. Dokumen Pe laksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pe laksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) 
Nomor dan Tanggal : 

2. Sura t Per jan j ian/SPK/Kontrak 
Nomor dan Tanggal : 

3. Nilai Per jan j ian/SPK/Kontrak : Rp 
Terbilang ( ) 

4. Addendum (jika ada) 
Nomor dan Tanggal : 

5. Nilai Addendum (jika ada) : Rp 
Terbilang ( ) 

6. Ber i ta Acara Penyelesaian Peker jaan/Barang 
Nomor dan Tanggal : 

7. Ber i ta Acara Se rah Te r ima Has i l Pekerjaan 
Nomor dan Tanggal : 

Sesua i dengan S u r a t Perjanjian Pe laksanaan Peker jaan/SPK/Sura t 
Per janj ian/Kontrak tersebut diatas, m a k a P IHAK K E D U A berhak mener ima 
pembayaran dar i P IHAK PERTAMA sebesar Rp (Terbilang ) ,melalui 
Rekening B a n k Nomor : u n t u k Pekerjaan 

Demik ian Ber i ta Aca ra Pembayaran in i dibuat u n t u k dapat d ipergunakan 
sebagaimana mest inya. 

Tan jung Redeb,. 

P IHAK K E D U A 
PT/CV 

P IHAK P E R T A M A 
Pengguna Anggaran/ 

K u a s a Pengguna Anggaran 

(nama jelas) 
J a b a t a n 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format - 17 

KOP S K P D 
R E S U M E 

Rp. 

(Termyn / MC(Bulanan ) / Sekaligus) 

Rp. 
(... 

1. Nomor dan Tanggal 
DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPA .L -SKPD 

2. Kode Program Kegiatan /Rekening 
3. Nomor dan Tanggal 

S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 
4. Nilai S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 
5. Ben tuk dan Nama Pe rusahaan 
6. Nama dan J a b a t a n 
7. Alamat Pe rusahaan 
8. Ura i an Pekerjaan 
9. C a r a Pembayaran 

a. F i s ik/Pro sentase Pekerjaan 
b. J u m l a h yang d iminta 

( Terbilang) 

c. Nama B a n k dan No. Rekening 
10. J a n g k a W a k t u Pe laksaanaan 
11 . Tgl Penyelesaian Peker jaan/Kontrak 
12. J a n g k a W a k t u Pemel iharaan 
13. Nomor dan Tanggal Addendum (jika ada): 

14. Nilai Kont rak Addendum : 
15. J a n g k a W a k t u Pe laksanaan Addendum : 
16. Tgl Penyelesaian Pekerjaan Addendum : 
17. J a n g k a W a k t u Pemel iharaan Addendum: 
18. Ketentuan Sanks i / D enda : 
19. Nomor dan Tanggal : 

Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Kemajuan Pekerjaan 
20. Nomor dan Tanggal : 

Ber i ta Aca ra Se rah Te r ima I*) 
2 1 . Nomor dan Tanggal : 

Ber i ta Aca ra Se rah Te r ima II*) 
22. Nomor dan Tanggal : 

Ber i ta Aca ra Se rah Te r ima Konsu l tans i 
23 . Nomor dan Tanggal : 

Ber i ta Aca ra Pembayaran* (Keterangan/Penjelasan Pembayaran) 

Tan jung Redeb, 

Pengguna Anggaran/ 
K u a s a Pengguna Anggaran/PPK 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format -18 

KOP S K P D 
B E R I T A ACARA 

P E M E R I K S A A N K E M A J U A N P E K E R J A A N 

Nomor : 
Pada ha r i in i 
d ibawah in i 

tanggal bu lan t a h u n ,yang bertanda 

1. Nama 
2. Nama 
3. Nama 

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
: Staf Teknis 
: Konsultan*) 

Dengan in i menya takan bahwa ; 
1. Te lah mengadakan penelit ian,penilaian dan pemer iksaan atas pekerjaan 

u n t u k ; 
a. Kegiatan : 
b. Pekerjaan : 
c. Lokas i : 
d. I ns tans i : 
e. D i l a k s a n a k a n oleh : PT/CV. 
f. S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 

- Nomor : 
- Tanggal : 

g. Nilai S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak: Rp 

h . Addendum (jika ada) 
- Nomor : 
- Tanggal : 

i . Nilai Addendum (jika ada) : 
Terbilang : 

j . J a n g k a W a k t u Pe laksanaan : 

2. Be rdasa rkan Has i l Pemer iksaan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah 
mencapai bobot prestasi sebesar % (Laporan terlampir) . 

3. Pe laksana P T / C V telah me l aksanakan Pekerjaan 
sesuai dengan S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak. 

Demik ian Ber i ta Aca ra in i dibuat berdasarkan S u r a t Per janj ian/Kontrak dan 
has i l penin jauan lapangan dengan benar dan penuh r a s a 
tanggungjawab,selanjutnya u n t u k dapat d ipergunakan sebagaimana mest inya. 

Terbilang 

Tan jung Redeb, 
Pe laksana Peker jaan Pemberita Aca ra : 

Nama T a n d a Tangan 
1. PPTK 

(nama jelas) 
J a b a t a n 

2. Sta f Tekn i s 
3. Konsultan* ) 

Mengetahui: 
K u a s a Pengguna Anggaran**)/PPK 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format - 19 

KOP S K P D 
B E R I T A ACARA 

P E M E R I K S A A N PROGRAM P E K E R J A A N 

Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t a h u n ,yang bertanda 
dibawah in i 

Nama : 

J a b a t a n : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Te lah mengadakan Pemer iksaan u n t u k : 

a. Program 

b. Kegiatan 

c. Pekerjaan 

d. Kode Rekening 

e. Lokas i Pekerjaan 

f. Sumber D a n a 

g- Pe laksana 

h. Pejabat Pembuat Komitmen 

i . Pejabat Pe laksana Tekn i s Kegiatan 

j - B endaha ra Pengeluaran 

k. Bendaha ra Pengeluaran Pembantu 

1. Uni t Ker ja 

m. Nama dan Alamat Kantor 

Dengan has i l pemer iksaan kegiatan sebagaimana ter lampir da lam berita 
aca ra in i . 

Demik ian Ber i t a Aca ra in i dibuat dengan sebenarnya dan tanggung 

jawab,se lan jutnya u n t u k dapat d ipergunakan sebagaimana mest inya. 

Tan jung Redeb 

Pengguna Anggaran / K u a s a Pengguna Anggaran 

(cap dan tanda tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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LAMPIRAN : B E R I T A ACARA P E M E R I K S A A N PROGRAM K E G I A T A N 

Nomor : 

Tanggal : 

1. Uni t Ker ja : 

2. Kode Rekening : 

3. Nama Program : 

4. Nama Kegiatan : 

5. Pekerjaan : 

6. Lokas i : 

7. Nama dan A lamat Kantor : 

8. Kelengkapan Admin is t ras i 

a. Sura t Per janj ian/Kontrak 

- Nomor : 

- Tanggal : 

- Nilai : 

b. Addendum (jika ada) 

- Nomor : 

- Tanggal : 

Nilai addendum (jika ada) : 

c. Sumber D a n a : 

d. La in -La in : 

e. Rekapi tu las i Has i l Pemer iksaan Kemajuan Pekerjaan :bobot prestasi ....% 

Tan jung Redeb, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(cap dan tanda tangan) 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format - 20 
KOP S K P D 

B E R I T A ACARA P E N Y E L E S A I A N P E K E R J A A N / B A R A N G 

Nomor : 

Pada har i in i tanggal bu lan t a h u n ,yang bertanda 
dibawah in i 
1. Nama : 

J a b a t a n : (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*/PPK) 
Alamat : 
U n t u k se lan jutnya disebut P IHAK K E S A T U 

2. Nama : 
J a b a t a n : (Direktur/Kuasa Direktur) 
Alamat : 
Un tuk se lan jutnya disebut P IHAK K E D U A 

Dengan in i menya takan : 
1. Kedua belah p ihak telah setuju dan sepakat bahwa telah me laksanakan : 

a. Kegiatan : 
b. Pekerjaan : 
c. Kode Rekening : 
d. Lokas i : 
e. Ins tans i : 
f. Dokumen Pe laksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pe laksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) 
- Nomor : 
- Tanggal : 

g. S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 
- Nomor : 
- Tanggal : 

h. Nilai SPK/Per jan j ian/Kontrak : 
Terbilang : ( ) 

i . Addendum (jika ada) 
- Nomor : 
- Tanggal : 

j . Nilai Addendum (jika ada) : 
Terbilang : ( ) 

k. J a n g k a W a k t u Pe laksanaan : 
- Tanggal Mula i : 
- Tanggal Selesai : 

2. Bobot prestasi Pe laksanaan pekerjaan sampai saat in i telah selesai 100 %, 
mengenai ha l -ha l kekurangan pada pekerjaan in i telah dianggap t idak ada. 

Demik ian Ber i ta Aca ra Selesai Pekerjaan in i dibuat u n t u k dapat d ipergunakan 
sebagaimana mest inya. 

Tan jung Redeb, 
P IHAK K E D U A P IHAK K E S A T U 

PT/CV Pengguna Anggaran/ 
K u a s a Pengguna Anggaran*)/PPK 

(nama jelas) 
J a b a t a n 

(nama jelas) 
NIP. 
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Format -21 

KOP S K P D 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A PERTAMA P E K E R J A A N 

Nomor : 

Program : 
Kegiatan : 
Pekerjaan : 

Pada har i in i tanggal bu lan t a h u n , kam i yang 
bertanda tangan di bawah in i : 

1. Nama : 
J a b a t a n : (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*/PPK) 

Alamat : 
Un tuk se lanjutnya disebut P IHAK K E S A T U 

2. Nama : 
J a b a t a n : (Direktur/Kuasa Direktur) 

Alamat : 
Un tuk se lanjutnya disebut P IHAK K E D U A 

Dengan in i menyatakan : 

Kedua belah p ihak telah setuju dan sepakat berdasarkan : 

1. S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 

Nomor : 
Tanggal : 
Nilai S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak : Rp 
(Terbilang) ( ) 

2. Addendum (jika ada) 

Nomor : 
Tanggal : 
Nilai Addendum (jika ada) : Rp 
(Terbilang) ( ) 

3. Nomor Ber i ta Aca ra 
Pemer iksaan Kema juan Pekerjaan 

Nomor : 
Tanggal : 

4. Dengan in i telah sepakat u n t u k m e l a k u k a n Serah Ter ima 
Pekerjaan 
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P a s a l 1 

P IHAK K E D U A MENYATAKAN kepada P IHAK K E S A T U dan P IHAK K E S A T U 
menyatakan mener ima dar i P IHAK K E D U A se lu ruh has i l pekerjaan u n t u k : 

1. Pekerjaan : 
(Konstruksi) 

2. D inas/ Ins tans i : 
3. DPA/DPPA- S K P D : 

Penyerahan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 1 berupa : 
Pekerjaan (Konstruksi) : 

Demik ian Ber i ta Aca ra Se rah Ter ima Pekerjaan in i dibuat dan pekerjaan telah 
selesai,mengenai ha l -ha l a t au kekurangan a k a n diperbaiki da lam m a s a 
pemel iharaan sesua i has i l pemer iksaan T i m PHO dan pekerjaan d inyatakan 100 
% (seratus persen). 

Demik ian Ber i t a Aca ra Se rah Te r ima Pekerjaan in i d ibuat penuh r a s a tanggung 
jawab u n t u k dapat d ipergunakan sebagaimana mest inya. 

P a s a l 2 

Tan jung Redeb, 

P IHAK K E D U A P IHAK K E S A T U 

PT/ C V Pengguna Anggaran/ 
K u a s a Pengguna Anggaran*) /PPK 

(nama jelas) 
J a b a t a n NIP. 

(nama jelas) 
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Format - 22 

KOP S K P D 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A K E D U A P E K E R J A A N 

Nomor : 

Program : 
Kegiatan : 
Pekerjaan : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t a h u n , kam i yang 

bertanda tangan di bawah in i : 

1. Nama : 

J a b a t a n : (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*/PPK) 
Alamat : 
Un tuk se lan jutnya disebut P IHAK K E S A T U 

2. Nama : 
J a b a t a n : (Direktur/Kuasa Direktur) 

Alamat : 
Un tuk se lan jutnya disebut P IHAK K E D U A 

Dengan in i menya takan : 

Kedua belah p ihak telah setuju dan sepakat berdasarkan : 

1. S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 

Nomor : 
Tanggal : 
Nilai S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak : Rp 
(Terbilang) ( ) 

2. Addendum (jika ada) 

Nomor : 
Tanggal : 
Nilai Addendum (jika ada) : Rp 
(Terbilang) ( ) 

3. Nomor Ber i ta Aca ra 

Pemer iksaan Kema juan Pekerjaan 
Nomor : 
Tanggal : 

4. Dengan in i telah sepakat u n t u k m e l a k u k a n Serah Ter ima 
Pekerjaan 
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P a s a l 1 

PIHAK K E D U A MENYATAKAN kepada P IHAK K E S A T U dan P IHAK K E S A T U 
menyatakan mener ima dar i P IHAK K E D U A se lu ruh has i l pekerjaan u n t u k : 

1. Pekerjaan : 
(Konstruksi) 

2. D inas/ Ins tans i : 
3. DPA/DPPA- S K P D : 

Penyerahan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 1 berupa : 
Pekerjaan (Konstruksi) : 

Demik ian Ber i ta Aca ra Serah Te r ima Pekerjaan in i d ibuat dan pekerjaan telah 
selesai,mengenai ha l -ha l a t au kekurangan pada pekerjaan in i t idak ada,dan 
pekerjaan d inya takan 100 % (seratus persen). 

Demik ian Ber i ta Aca ra Se rah Te r ima Pekerjaan in i d ibuat penuh r a s a tanggung 
jawab u n t u k dapat d ipergunakan sebagaimana mest inya. 

P a s a l 2 

Tan jung Redeb, 

P IHAK K E D U A P IHAK K E S A T U 
PT/CV Pengguna Anggaran/ 

K u a s a Pengguna Anggaran*)/PPK 

(nama jelas) 
J a b a t a n NIP. 

(nama jelas) 
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Format - 23 

KOP S K P D 
B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A P E K E R J A A N KONSULTANS I 

Nomor : 

Program : 
Kegiatan : 
Pekerjaan : 

Pada har i in i tanggal bu lan t a h u n , k a m i yang 

bertanda tangan di bawah in i : 

1. Nama : 

J a b a t a n : (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*/PPK) 
Alamat : 
Un tuk se lan jutnya disebut P IHAK K E S A T U 

2. Nama : 
J a b a t a n : (Direktur/Kuasa Direktur) 

Alamat : 
Un tuk se lanjutnya disebut P IHAK K E D U A 

Dengan in i menyatakan : 

Kedua belah p ihak telah setuju dan sepakat berdasarkan : 

1. S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak 

Nomor : 
Tanggal : 
Nilai S P K / S u r a t Per janj ian/Kontrak : Rp 
(Terbilang) ( ) 

2. Addendum (jika ada) 

Nomor : 
Tanggal : 
Nilai Addendum (jika ada) : Rp 
(Terbilang) ( ) 

3. Nomor Ber i ta Aca ra 

Pemer iksaan Kema juan Pekerjaan 
Nomor : 

Tanggal : 

4. Dengan in i telah sepakat u n t u k m e l a k u k a n Serah Ter ima 
Pekerjaan 
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P a s a l 1 

P IHAK K E D U A MENYATAKAN kepada P IHAK K E S A T U dan P IHAK K E S A T U 
menyatakan mener ima dar i P IHAK K E D U A se lu ruh has i l pekerjaan u n t u k : 

1. Pekerjaan : 

(Perencanaan/ Pengawasan) 

2. D inas/ Ins tans i : 

3. DPA/DPPA-SKPD : 

Penyerahan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 1 berupa : Pekerjaan 
(Perencanaan/Pengawasan) : 

Demik ian Ber i ta Aca ra Serah Te r ima Pekerjaan in i dibuat dan pekerjaan telah 
selesai.mengenai ha l -ha l a t au kekurangan pada pekerjaan in i t idak ada,dan 
pekerjaan d inya takan 100 % (seratus persen). 

Demik ian Ber i t a Aca ra Se rah Te r ima Pekerjaan in i d ibuat penuh r a s a tanggung 
jawab u n t u k dapat d ipergunakan sebagaimana mest inya. 

P a s a l 2 

Tan jung Redeb, 

P IHAK K E D U A 
PT/CV 

P IHAK K E S A T U 
Pengguna Anggaran/ 

K u a s a Pengguna Anggaran*)/PPK 

(nama jelas) 
J a b a t a n NIP. 

(nama jelas) 
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Format - 24 

KOP S K P D 
B E R I T A ACARA P E M B A Y A R A N 

Nomor : 

I . Pada har i in i tanggal bu lan t a h u n ,kami yang bertandatangan 
dibawah in i : 
1. Nama : 

J a b a t a n : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Alamat : 

Be rdasa rkan S u r a t Kepu tusan Nomor Tanggal tentang 
Ber t indak U n t u k dan Atas n a m a Pemerintah Kabupaten B e r a u dalam ha l in i 
se lanjutnya disebut P IHAK K E S A T U 

2. Nama : 
J a b a t a n : 
A lamat : 

Be rdasa rkan Akte Notaris Nomor Tanggal oleh Notaris 
Ber t indak U n t u k dan Atas n a m a Pe rusahaan PT/CV disebut P IHAK 
K E D U A 

I I . Be rdasa rkan : 
a) Dokumen Pe laksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pe laksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) 
Nomor dan Tanggal : 

b) SPK/Per jan j ian/Kontrak 
Nomor dan Tanggal : 
Nilai SPK/Per jan j ian/Kontrak : Rp 
Terbilang ( ) 

c) Addendum (jika ada) 
Nomor dan Tanggal : 
Nilai Addendum (jika ada) : Rp 
Terbilang ( ) 

d) Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Kemajuan Pekerjaan 
Nomor dan Tanggal : 
Prestasi Kemajuan Pekerjaan telah mencapai % (Laporan lengkap 
terlampir) 

e) Ber i ta Aca ra Se rah Te r ima I (PHO) 
Nomor dan Tanggal : 

f) Ber i ta Aca ra Se rah Te r ima I I (FHO) 
Nomor dan Tanggal : 

Pembayaran uang m u k a dengan J a m i n a n / G a r a n s i Nomor Tanggal 
yang ber laku dar i Tanggal sampai Tanggal 

Pengembalian Uang M u k a sebesar 
Uang Retensi Pemel iharaan 5 % a tau sebesar 
J a m i n a n / G a r a n s i No 

d ibayarkan dengan 
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Yang d ibayarkan pada B A P in i ada lah sebesar : 

I I I . Sesua i dengan Sura t Perjanj ian Pe laksanaan Peker jaan/Kontrak tersebut diatas 
dan Syarat -syarat K h u s u s Kon t rak ,maka P IHAK K E D U A berhak mener ima 
pembayaran dar i P IHAK K E S A T U dari n i la i kontrak dengan r inc ian sebagai 
berikut*) : 

Perhitungan Pembayaran : 

a) Nilai Pekerjaan s/d B A P in i (Netto) : Rp 
b) Nilai Pekerjaan B A P yang l a lu (Netto) : Rp 
c) Nilai Pekerjaan B A P in i (Netto) : Rp 
d) Potongan-Potongan : 

Uang J a m i n a n (Retensi Pemel iharaan 5 % dar i c) (Netto) : Rp 
Pengembalian Uang M u k a 3 0 % dari Kontrak Awa l : Rp 

J u m l a h Potongan Rp. 

e) Pembayaran F i s i k B A P in i c)-d) (Netto) 
f) PPN 10% dar i e) 

g) Pembayaran B A P in i t e rmasuk PPN 10% (Bruto) 
Dibulatkan : Rp 
Terbilang ( 

: R p . 
: R p . 

: R p . 

IV. Rekapi tu las i Pembayaran Kontrak 
No Ura i an R inc ian Total No Ura i an 

F i s i k 
(Rp) 

PPN 10% 
(Rp) 

(Rp) 

1 2 3 4 5 

1 Nilai Kont rak Awa l 
2 Nilai Addendum Kontrak 
3 Pembayaran s/d B A P yang 

la lu 
4 Pembayaran B A P in i 
5 Total Pembayaran s/d B A P in i 
6 S i s a Kont rak 

Pembulatan 
Demik ian Ber i ta Aca ra Pembayaran in i dibuat dan dapat d ipergunakan 
sebagaimana mest inya. 

Tan jung Redeb, 

P IHAK K E D U A P IHAK K E S A T U 

PT/CV Pengguna Anggaran / 
K u a s a Pengguna Anggaran 

(nama jelas) 
J a b a t a n 

(nama jelas) 
NIP. 


